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Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil
kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai
Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah
budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan
penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan
bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indo-
nesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami
kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap
daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala
budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya-mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Mei 1989
Direktur Jenderal Kebudayaan,

Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562
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PRAKATA

Tujuan Proyek Inventarsasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Bu-
daya (IPNB) adalah:menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam
rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi
tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk
mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang
memusat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan
naskah yang berjudul Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan
Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
penelitiannya dilakukan oleh Proyek IPNB daerah, adalah usaha
untuk mencapai tujuan di atas.

. Tersedianya buku tentang Pola Penguasaan, Pemilikan dan
Penggunaan Tanah Secara Tradisional di daerah ini adalah berkat
kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional mau-
pun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional,
Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan d n
Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB
b ik Pusat maupun D er h, dan para peneliti/penulis itu sendiri.

Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan
suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada
tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada
waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima
kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbit-
nya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi

masyar kat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan
dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Mei 198¢
Pemimpin Proyek Inventaris si
i-Nilai Budaya,

Drs. I.G.N. Arinton Pudja
NIP. 030 104 524.







KATA PENGANTAR

Sesuai dengan apa yang tersebut dalam DIP Inventarisasi dan

Dokumentasi Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun anggaran 1984/1985, maka Proyek ini bertujuan untuk me-
laksanakan Inventarisasi dan Dokumentasi Aspek-aspek Kebudaya-
an Daerah guna penyebarluasannya dalam rangka meningkatkan
Ketahanan Nasional umumnya dan Ketahanan Sosial Budaya
khususnya.

Kali ini kegiatan perekaman, inventarisasi, penganalisaan

dan penyusunan/penulisan naskah kebudayaan daerah meliputi
tema-tema sebagai berikut:

a.

b.
c.

xR =

Arti perlambang dan fungsi tata rias pengantin dalam meme-
rankan nilai-nilai budaya.

Makanan: Wujud, variasi dan fungsi serta cara penyajiannya.
Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara
tradisional.

Tata kelakuan dilingkungan pergaulan keluarga dan masya-
rakat.

Pertumbuhan pemukiman masyarakat di lingkungan air.
Upacara sekaten.

Transformasi nilai melalui permainan rakyat.

Pelaksanaan penelitiannya diakukan oleh tujuh tim, yang

masing-masing diketuai :

1.

[NS]

Drs. H.J. Wibowo, Ketua tim “Aspek Arti Perlambang dan
fungsi tata rias pengantin dalam memerankan nilai-nilai
budaya.

Drs. Murtjipto, Ketua tim “Aspek makanan: Wujud variasi
dan fungsi serta cara penyajiannya.’”

Drs. Gatut Murniatmo, Ketua tim “Aspek Pola penguasaan
pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.”

Drs. Mulyadi, Ketua tim "*Aspek Tata kelakuan di lingkungan
pergaulan keluarga dan masyarakat.”

Drs. Salamun, Ketua tim “Aspek Pertumbuhan pemukiman
di lingkungan air.”

Supanto, Ketua tim "Aspek Upacara Sekaton.”

Sukirman, Ketua tim “Aspek Transformasi Nilai-nilai melalui
permainan rakyat.”
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Berkat adanya kerja keras dan kerja sama yang baik dan
kompak antara tim-tim peneliti dengan staf proyek, serta adanya
bantuan yang tak terhingga baik dari para informan, pihak-pihak
lain, maupun instansi-instansi pemerintah dan swasta, maka
usaha-usaha penelitian, dan penyusunan ketujuh aspek kebudaya-
an daerah tersebut di atas dapat berhasil dengan baik.

Untuk itu khususnya kepada tim-tim peneliti, dan umumnya
kepada semua pihak, baik perseorangan maupun instansi, swasta
dan pemerintah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu,
yang telah memberikan bantuan demi berhasilnya usaha penelitian
dan penyusunan naskah ke tujuh aspek kebudayaan daerah terse-
but, kami ucapkan terima kasih.

Semoga usaha ini ada manfaatnya bagi kita, Amin.
Yogyakarta, akhir Februari 1985
Pemimpin,
ttd.

DRS. TASHADI
NIP. 130354448
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai mahluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri,
dengan kata lain manusia mempunyai naluri atau dorongan untuk
hidup berkelompok. Dalam hidup berkelompok ini menuntut
manusia untuk selalu berhubungan antara satu dengan lainnya;
sehingga menimbulkan keterikatan diantara individu-individu
sebagai anggota kelompok, masyarakat atau bahkan kominitas
dan lingkungannya. Keterikatan diantara individu-individu sebagai
anggota atau warga kelompok ini terwujud dalam kegiatan kerja
sama atau saling bekerja sama. Untuk itu diperlukan pranata-
pranata yang mengatur hubungan antara individu-individu itu,
antara individu dengan kelompoknya, bahkan antara satu kelom-
pok dengan kelompok yang lain. Selanjutnya kelompok manusia
tadi bila menetap pada suatu wilayah tertentu, maka selain keter-
ikatan terhadap kelompoknya atau komunitasnya. juga mereka
merasa terikat terhadap wilayah atau tempat tinggal dimana me-
reka berada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hi-
dupnya manusia selain merasa terikat dengan lingkungan sosial,
juga merasa ada ikatan dengan lingkungan alam dimana mereka
tinggal (Koentjaraningrat, 1977: 155 dan Emil Salim 1980: 29).

Pada masyarakat petani yang melakukan usaha untuk meme-
nuhi kebutuhannya dengan cara bercocok tanam. lingkungan alam
sangat mempengaruhi bahkan peranannya sangat besar untuk ke-
langsungan hidupnya. Alam telah menyediakan kemungkinan-
kemungkinan yang dapat dipakai untuk mencapai kebutuhan:
dalam usaha pertanian salah satu unsur yang sangat menentukan
adalah tanah. Tanah ini bagi mereka yang tinggal dan hidup di
daerah pedesaan sebagai petani merupakan sumberdaya yang ter-
penting (E.P. Schumacher, tt: 97) sebab tanah ini merupakan
tempat usaha mereka untuk berproduksi. Tanah bukan saja se-
bagai sumber kehidupan atau sumber mata pencaharian. namun
segala kegiatan sehari-hari bahkan rumah tempat tinggal biasanya
dibangun di atas tanah. Manusia dilahirkan hingga dewasa kemu-




dian mengembangkan keturunan sampai akhir hayatnya kadang-
kadang dimakamkan di tanah itu juga. Itulah sebabnya tanah di-
anggap sangat bernilai bila dibandingkan dengan benda-benda
lainnya; sehingga tidak mengherankan apabila setiap kegiatan dan
hal-hal penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan
tanah selalu disertai dengan upacara-upacara keagamaan. Bersum-
ber dari nilai tanah yang sangat tinggi itu timbul-berbagai hak dan
kewajiban serta hal-hal yang sangat kompleks, misalnya dalam
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Sehubungan dengan
masalah tanah ini dalam kelembagaan tradisional penguasaan ta-
nah di pedesaan Jawa terutama sebelum berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria Nomer 5 Tahun 1960 dikenal berbagai
bentuk dan status hak atas tanah sesuai dengan status dan fungsi
tanah itu sendiri (Gunawan Wiradi, 25 Maret 1983).

Sistem milik tanah dalam masyarakat bercocok tanam mene-
tap, seperti yang terdapat dalam masyarakat petani di Jawa di
banyak daerah masih ada, baik pemilikan tanah yang bersifat
pribadi maupun pemilikan tanah untuk kepentingan umum.
Tanah-tanah ini terutama tanah yang digunakan untuk usaha per-
tanian mempunyai harga yang sangat tinggi, dan seorang petani
tidak suka melepaskan dengan demikian saja tanah yang telah di-
kerjakan itu, seperti misalnya dalam sistem hak ulayat pada ber-
cocok tanam di ladang (Koentjaraningrat, 1977: 62). Pengertian
hak ulayat ini adalah suatu hak yang dijumpai atau melekat pada
masyarakat hukum adat yang memberi wewenang kepadanya un-
tuk menguasai seluruh tanah yang berada dalam daerah kekuasaan-
nya (Imam Sudiyat, 1978: 61-62). Dengan demikian dapat disim-
pulkan bahwa penguasaan atas tanah adalah berada atau dipunyai
oleh suatu masyarakat hukum adat yang disebut dengan hak ula-
yai.

Selain penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat juga
berkewajiban mengatur pemberian hak kepada warga untuk me-
nikmati hasil serta apa saja yang tumbuh di atasnya misalnya
membuka tanah, menggembalakan ternak, mendirikan tempat
tinggal dan lain sebagainya; yang dalam hal ini diartikan sebagai
hak penggunaan tanah. Hak-hak tersebut seperti hak membuka
tanah kemudian menanami tanah itu, mendirikan tempat tinggal,
mengambil hasil. Bila dilakukan dan dikerjakan dalam waktu yang
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lama dan terus menerus akan dapat meningkat kepada hak yang
lebih kuat, yaitu menjadi hak milik. Hal inilah yang dimaksud
dengan pemilikan atas tanah. Sebaliknya tanah yang telah diting-
galkan begitu saja oleh pemiliknya, atau pemiliknya meninggal
tanpa waris, juga apabila tanda-tanda bahwa tanah yang pernah
dibuka atau digunakan telah punah, maka tanah itu akan kembali
menjadi tanah ulayat (Ridwan Fauzi, 1982: 28).

Pemilikan tanah dapat merupakan pemilikan perseorangan
atau individu, dan dapat pula merupakan milik komunal. Sama
halnya dengan penggunaan tanah atau hak menggunakan tanah
yang telah disebutkan di atas. Dalam hukum adat atau pranata
adat terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang pemilikan
dan penggunaan tanah. Pranata-pranata yang mengatur tanah akan
bermacam-macam atau berlainan pada tiap-tiap daerah atau suku
bangsa. hal ini tergantung dari pengetahuan kebudayaan masya-
rakat setempat (Wirjono Prodjodikoro, S.H., 1952: 37).

Dalam mengungkapkan pola penguasaan. pemilikan dan
penggunaan tanah secara tradisional, tidak akan terlepas dari seja-
rah tentang tanah, di masa-masa yang lampau pada tiap-tiap
daerah. Tentunya pola penguasaan. pemilikan dan penggunaan
tanah akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal-hal
yang dapat mempengaruhi perubahan pada penguasaan pemilikan
dan penggunaan tanah itu dapat disebutkan diantaranya perubah-
an-perubahan atau perkembangan politik di negara kita sejak ja-
man pemerintahan raja-raja sebelum penjajahan, jaman pemerin-
tahan jajahan, baik Belanda. Inggris maupun Jepang dan pada
jaman pemerintahan Republik Indonesia. yaitu setelah bangsa
Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada jaman kemerdekaan
itu sendiri peraturan-peraturan mengenai tanah banyak pula di-
buat seperti Landreform. kemudian menyusul Undang-Undang
Pokok Agraria Nomer 5 tahun 1960. Selain itu perubahan pola
penguasaan. pemilikan dan penggunaan tanah mungkin pula dise-
babkan oleh berlakunya Undang-Undang Nomer S tahun 1979
tentang Pemerintah Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang
Nomer S tahun 1979 inidi beberapa daerah tertentu akan terlihat
hapusnya sistem pemerintahan desa yang bersifat tradisional.
seperti nagari di Sumatra Barat atau marga di Sumatra Selatan.

Hal ini membawa pula terhapusnya hak ulayat atas tanah-tanah
dibekas wilayah desa-desa tradisional itu (Thamrin Hamdan.




1983: 7). Mungkin juga perubahan pola penguasaan, pemilikan
dan penguasaan tanah itu disebabkan oleh perkembangan pen-
duduk, mobilitas penduduk seperti perpindahan penduduk dari
satu daerah ke daerah lain, dan lain sebagainya.

2.Masalah

Ada beberapa masalah yang mendorong dilakukannya peneli-
tian pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara
tradisional:

Pertama, karena ketidakjelasan pola-pola tersebut yang
kadang-kadang bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial
dibeberapa daerah.

Kedua, dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
1960 Nomer 5 tahun 1960 akan menimbulkan perubahan atau
pola baru dalam hal penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah.
Dalam hal ini ada di antara daerah-daerah di Indonesia yang telah
melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 Nomer S ta-
hun 1960, tetapi ada juga yang belum melaksanakannya, sehingga
dalam daerah yang terakhir ini pola-pola penguasaan pemilikan
dan penggunaan tanah secara tradisional masih tetap berlaku.
Selain itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomer 5 tahun
1979 tentang pemerintahan desa, di beberapa daerah tertentu ter-
lihat hapusnya pemerintahan desa yang bersifat tradisional. Ha-
pusnya pemerintahan desa tradisional ini akan diikuti pula hapus-
nya hak-hak ulayat atas tanah-tanah yang ada dalam lingkup kewe-
nangannya. Kalau demikian halnya maka secara langsung atau ti-
dak langsung akan mempengaruhi pola-pola di atas.

Ketiga, belum diketahuinya secara tegas data dan informasi
tentang pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara
tradisional, yang dapat dijadikan bahan kebijaksanaan pembinaan
kebudayaan serta bahan studi.

Keempat, Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional, khususnya
Sub Direktorat Sistem Budaya belum mempunyai bahan tentang
pola penguasaan. pemilikan dan penggunaan tanah secara tradi-
sional.



3.Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Pertama, untuk mengetahui pola penguasaan, pemilikan dan
penggunaan tanah secara tradisional.

Kedua, untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi
dalam pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah dengan
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomer S Tahun 1960
dan Undang-Undang Nomer S tahun 1979 tentang pemerintahan
desa.

Ketiga. diharapkan tersedianya data dan informasi tentang
pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradi-
sional. Hal ini penting untuk digunakan sebagai bahan kebijaksana-
an pembinaan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jendral Ke-
budayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Keempai, dari hasil penelitian ini adalah tersedianya naskah
tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara
tradisional.

4. Ruang Lingkup
41 Materi

Dalam pembahasan materi yang perlu diungkapkan adalah
masalah yang menyangkut hak wlavar. yaitu penguasaan atas se-
jumlah tanah yang peraturan penggunaannya ditentukan oleh se-
jumlah pranata-pranata yang ada dalam kebudayaan masyarakat
yang bersangkutan, dalam hal ini adat istiadat. Oleh karena itu
persoalan utama dalam pembahasan adalah menitikberatkan ke-
pada pranata-pranata kebudayaan apa saja yang menjadi variable
utama dalam pola penguasaan. pemilikan dan penggunaan tanah
secara tradisional. Selain itu juga dilihat hubungan antara pranata-
pranata tersebut dengan pranata kebudayaan lainnya. yang secara
langsung atau tidak langsung terpengaruh atau mempengaruhi
pranata-pranata tersebut. Dengan demikian dalam ruang lingkup
materi akan mengandung dua komponen, yaitu pranata dan ranah.
sehingga dengan melihat dua komponen ini akan dapat diketahui
pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Untuk dapat memberikan suatu gambaran ruang lingkup
pembahasan materi ini, perlu kiranya diajukan suatu pengertian
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tentang pranata sosial. Dengan pengertian ini akan dapat membe-
rikan pedoman dan arah dalam pembahasan selanjutnya. Demikian
pengertian pranata sosial yang diajukan untuk pembahasan selan-
jutnya adalah “Suatu Sistem Norma Khusus yang menata suatu
rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keper-
luan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat” (Keontja-
raningrat, 1980: 178). Berdasarkan pengertian ini dalam pemba-
hasan berikut nanti akan dikemukakan sistem norma-norma yang
berfungsi sebagai pengatur tingkah laku dan mengatur hubungan
manusia guna melakukan usahanya untuk memenuhi kebutuhan
hidup yang khusus di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemba-
hasan ini yang dimaksud adalah tingkah laku dan hubungan antara
manusia yang menyangkut masalah tanah (penguasaan, pemilikan
dan penggunaan tanah).

4.2. Operasional

Sasaran penelitian ini diprioritaskan kepada masyarakat di
daerah yang rawan dalam masalah tanah. Rawan yang dimaksud
di sini adalah timbulnya permasalahan tanah sekitar penguasaan,
pemilikan dan penggunaannya vang menyimpang dari kebiasaan-
kebiasaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah yang
bersangkutan. Jadi bukanlah sengketa tentang tanah yang dianggap
sebagai kerawanan masalah tanah di daerah itu.

5. Pertanggung Jawaban Ilmiah

Dalam pelaksanaannya, penelitian tentang pola penguasaan,
pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional ini dilakukan
melalui tiga tahapan kegiatan: yaitu:

5.1. Tahap Persiapan.

Tahap ini merupakan kegiatan-kegiatan untuk mempersiap-
kan sarana-sarana yang sekiranya diperlukan dalam penelitian ini.
yang penting dalam tahap ini perlu disusun suatu tim peneliti yang
komposisinya disusun sesuai dengan kehendak petunjuk pelaksana-
an (= juklak). Dalam hal tim terdiri dari lima orang yaitu: Drs. Ga-
tot Mumiatma sebagai Ketua tim dan yang lain Murianto Wi-
woho S.H.. Krisnanto S.H., Paliman B.A. dan Suhatno B.A..
masing-masing sebagai anggota. Sedangkan tim penulis terdiri dari
peneliti-peneliti yang menurut penilaian Ketua tim mempunyai
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kemampuan dan pengalaman dalam bidang penulisan laporan pe-
nelitian. Untuk itu tim penulis ini terdiri dari Drs. Gatot Mur-
niatma (Sarjana Antropologi); Murianto Wiwoho S.H. (Sarjana
Hukum); Paliman B.A. (Sarjana Muda Sejarah) dan sebagai Assis-
ten Penulis Suhatno B.A. (Sarjana Muda Sejarah).

Dalam tahap persiapan ini pula perlu dimantapkan materi
yang akan dibahas pada pembicaraan berikutnya. Sehingga akan
tersusun suatu laporan yang sistematis tentang hasil penelitian
pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradi-
sional. Untuk perlu dimantapkan pengertian tentang pola pengua-
saan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Pada
Ruang Lingkup materi yang telah dikemukakan di atas dikatakan
bahwa persoalan utama dalam pembahasan materi menitikberat-
kan kepada pranata-pranata kebudayaan apa saja yang menjadi
variable utama dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan
tanah secara tradisional dalam suatu masyarakat tertentu. Bertitik
tolak pada pranata-pranata kebudayaan tersebut telah dikemuka-
kan pula pengertian pranata sosial yang diajukan oleh Koentjara-
ningrat, yakni suatu sistem norma khusus yang menata suatu
rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keper-
luan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat (Koentja-
raningrat. 1980: 178).

Atas dasar pengertian tersebut di atas maka dalam pemba-
hasan nanti akan berisi unsur-unsur materi tentang pranata-pranata
sosial yang ada dalam pola penguasaan pemilikan dan penggunaan
tanah secara tradisional. Demikian pranata-pranata sosial yang
akan kami kemukakan di sini adalah :

(1). Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penguasaan tanah,
vang akan diuraikan lebih terperinci yaitu pranata politik.
pranata religi, pranata ekonomi dan hukum adat yang khusus
menyangkut masalah penguasaan tanah:

(2). Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah.
yang dalam pembicaraan akan diperinci atas pranata politik,
pranata ekonomi, pranata religi dan hukum adat yang khusus
menyangkut tentang pemilikan tanah;

(3). Pranata-pranata sosial dalam penggunaan tanah yang perin-
ciannya terdiri atas pranata politik, pranata religi, pranata




ekonomi dan hukum adat yang khusus menyangkut penggu-
naan tanah.

Pada masing-masing pranata sosial dengan perincian atau
penyebarannya itu akan dibahas tentang siapa yang menguasai.
memiliki dan menggunakan tanah itu. Kedudukan orang itu,
cara-cara untuk menguasai, memiliki dan menggunakan tanah
dan lain sebagainya. Tahap persiapan, terutama dalam hal pe-
mantapan materi ini, kiranya akan lebih memperlancar kegiatan
pengumpulan data di lapangan.

5.2, Tahap Pengumpulan Datra.
Untuk melaksanakan pengumpulan data di lapangan ada tiga
hal yang perlu kita perhatikan yaitu:

(1). Metode atau cara pengumpulan data yang akan kita gunakan:

(2). Lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan pengumpulan
data,

(3). Pelaksanaan pengumpulan data.

Dengan demikian diharapkan penelitian ini akan memperoleh
data yang relevan dengan masalahnya dan dapat dipertanggung
jawabkan.

5.2.1. Metode Penelitian atau Cara Pengumpulan Data.

Menyesuaikan dengan sifat dan tujuannya penelitian ini akan
menggunakan metode penelitian atau cara pengumpulan data
dengan wawancara atau inferview. observasi dan studi kepustaka-
an. Wawancara atau inrerview ini dilakukan dengan para informan
vang dianggap mengetahui dan menguasai masalah tanah di daerah
setempat. Agar supaya tidak banyak menyvimpang dari masalah
yang diteliti, yakni tentang pola penguasaan pemilikan dan peng-
gunaan tanah secara tradisional. maka untuk interview ini dilaku-
kan dengan mendasarkan diri pada daftar pertanyaan yang sebe-
lumnya telah dipersiapkan. Oleh sebab itulah maka daftar perta-
nyaan yang telah dipersiapkan ini dibuat sesuai dengan masalah
yang diteliti dan disusun secara ’terbuka’ (= Open ended) atau
“tidak berstruktur” (= Unstructured). Dengan c¢ara demikian akan
memungkinkan untuk memperoleh jawaban informan seluas-
luasnya. Sedang untuk memperoleh jawaban yang lebih dalam
akan dilakukan ’’depth interview” dengan memfokuskan perta-
nyaan pada salah satu atau beberapa masalah tertentu.



Selanjutnya untuk dapat melihat gejala-gejala sosial yang
terjadi dalam masyarakat setempat, termasuk kegiatan-kegiatan
sosial yang dilakukan oleh penduduk setempat, dan mendengar
pembicaraan penduduk setempat, terutama yang berkaitan dengan
masalah tanah, perlu kiranya dilakukan juga cara observasi. De-
ngan observasi ini apa-apa yang telah kita lihat dan kita dengar,
kita mencatatnya. Dengan demikian berdasarkan gejala-gejala
sosial dan keterangan yang diperoleh secara tidak langsung itu kita
dapat mengklasifikasikan kedalam masalah-masalah yang akan di-
bicarakan. Tentu saja observasi ini akan mendukung pengumpulan
data yang diperoleh melalui cara interview.

Untuk mendukung kedua cara pengumpulan data di atas,
dilakukan pula cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan.
Dari daftar pustaka ini akan dipilih buku-buku atau literatur yang
ada relevansinva dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian
diharapkan bahwa data yang telah diperoleh baik di lapangan yang
dilakukan melalui interview dan observasi maupun data yang di-
peroleh melalui Studi Kepustakaan akan lebih dapat dipertang-
gung jawabkan kebenarannya.

5.2.2. Penentuan Lokasi.

Untuk menentukan lokasi penelitian dilakukan atas dasar
beberapa alasan atau pertimbangan yang perlu diperhatikan.

Pertama, sejauh mana lokasi itu dapat memenuhi keinginan
agar data yang dikumpulkan cukup representatip untuk wilayah
yang bersangkutan. Dengan kata lain di lokasi tersebut terdapat
pola-pola penguasaan. pemilikan dan penggunaan tanah secara
tradisional yang masih berlaku sebagai penunjang kelangsungan
kehidupan masyarakat yang bersangkutan:

Kedua, lokasi yang ditentukan itu diharapkan dapat pula
mendukung Kkeinginan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan-
kegiatan pemerintah yang terencana diterapkan di daerah:

Ketiga, lokasi tersebut mempunyai hubungan yang erat an-
tara adat istiadat dengan kebudayaan materiil. Dengan demikian
diharapkan dapat mengungkapkan sejauh mana hukum adat masih
berperan dalam pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah
di daerah setempat.




Dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tadi,
untuk Daerah Istimewa Yogyakarta menentukan lokasi penelitian
di desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan desa
Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Penentuan
dua desa sebagai lokasi penelitian ini dianggap memenuhi keten-
tuan-ketentuan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ha-
rapan term of reference (TOR) proyek ini, atau paling tidak men-
dekati ketentuan yang dimaksud. Pertimbangan khusus ditentu-
kannya desa Pleret (Bantul) dan desa Banaran (Kulon Progo) se-
bagai lokasi penelitian karena keduanya merupakan daerah-daerah
yang dulu pernah secara langsung menjadi wilayah kewenangan
Kasultanan Yogyakarta dan wilayah kewenangan Kadipaten Paku
Alaman. Bahkan untuk Pleret dulu pernah dijadikan sebagai pusat
pemerintahan kerajaan Mataram, tepatnya pada jaman pemerintah-
an Sultan Agung (1613—-1645). Sedang Banaran yang merupakan
salah satu daerah pedesaan Kecamatan Galur dulu pernah dima-
sukkan kedalam wilayah Kabupaten Adikarta yang menjadi kewe-
nangan Kadipaten Paku Alaman. Daerah-daerah yang dulu terma-
suk wilayah Kabupaten Adikarta ini meliputi daerah-daerah di
Kulon Progo Selatan, yakni Brosot atau Galur Panjatan, Ben-
dungan dan Temon.

Melihat kenyataan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa
segala sesuatu yang ada di kedua daerah tadi, termasuk ranah,
masing-masing dikuasai oleh Kasultanan Yogyakarta (Pleret) dan
Kadipaten Paku Alaman (Banaran, Galur). Bahkan di sini ditegas-
kan bahwa sejak jaman dulu di daerah Kerajaan Jawa, kekuasaan
Raja sedemikian besarnya hingga dapat mempengaruhi rakyat di
atas hak miliknya yang menentukan ’hidup dan mati”. Singkatnya
“tanah”. Dengan demikian tanah dianggap milik raja (Kagungan
Dalem Nata), sedang rakyat hanya menggadhuh saja (Kementerian
Penerangan, tt : 501). Kiranya hal semacam ini berlaku pula untuk
tanah-tanah di bekas Kabupaten Adikarta. seperti Galur yang ada
di bawah kekuasaan Kadipaten Paku Alaman.

Pertimbangan khusus yang dikemukakan tersebut di atas
akan lebih diperkuat dengan kenyataan yang ada sampai sekarang
ini; yakni terdapatnya areal tanaman tebu yang menggunakan
tanah pertanian rakyat. Terutama di daerah Pleret (Pleret Keda-
ton). Tanaman tebu yang ada di daerah Pleret ini sudah ada sejak
sebelum jaman kemerdekaan dan pada waktu itu digunakan untuk
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kepentingan perusahaan Pertanian Asing milik Belanda, dalam hal
ini pabrik gula. Di antara pabrik-pabrik gula yang ada di daerah
Bantul, adalah pabrik gula di Gondang Lipuro, Pundong, Gesikan,
Pleret — Kedaton, Padokan. Di daerah-daerah tersebut penggunaan
tanah diatur sedemikian rupa dengan ketentuan membiarkan per-
kebunan-perkebunan dan kaum tani itu menggunakan separoh
tanah kembar yang digarap secara bergantian, perkebunan-perke-
bunan diperkenankan menggunakan separoh tanah selama tahun-
tahun genap dan separoh tanah berikutnya selama tahun-tahun
ganjil; Sehingga selalu ada separoh tanah yang digarap kaum tani.
Sistem penggunaan tanah seperti ini disebut ’‘Sistem glebagan’
Untuk penggunaan tanah glebagan ini perkebunan-perkebunan
diharuskan membayar sewa tanah kepada pemerintahan Sultan
(Selo Soemardjan, 1981: 180). Tanah glebagan dan cara penggu-
naannya sampai saat ini kiranya masih berlaku guna menunjang
kebutuhan pabrik gula Madukismo.

Berdasarkan penguasaan tanah seperti yang dikemukakan di
atas dapat disimpulkan bahwa dikedua desa yang telah ditentukan
sebagai lokasi penelitian diperkirakan masih terdapat atau terlihat
pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradi-
sional. Sehingga dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang
baru seperti diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria
Nomer 5 tahun 1960 akan timbul suatu masalah dalam penguasa-
an, pemilikan dan penggunaan tanah di daerah yang bersangkutan.
Tentunya bila masyarakat setempat mempertahankan pola yang
lama akan timbul kerawanan dalam hal penguasaan, pemilikan
dan penggunaan tanah. Demikianlah alasan-alasan atau pertim-
bangan-pertimbangan yang kami kemukakan untuk memilih dan
menentukan desa Pleret (Pleret — Kedaton) dan desa Banaran —
Galur (Kulon Progo) sebagai daerah sasaran dan lokasi penelitian. -

5.2.3. Pelaksanaan Pengumpulan Data.

Pelaksanaan pengumpulan data adalah operasionalisasi per-
tama kegiatan ini. Hal ini hanya mungkin dapat dilakukan dengan
baik apabila hal-hal yang disebutkan di atas telah siap. Oleh karena
itu pelaksanaan pengumpulan data betul-betul harus mempunyai
kelengkapan peralatan di samping sasaran dan lokasi yang jelas.
Pelaksanaan pengumpulan data ini dalam kegiatannya dilakukan
berdasarkan rencana, waktu (=time schedule) yang telah dibuat,
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sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar.
Dengan cara demikian diharapkan pengumpulan data mengena
sasaran yang diinginkan oleh proyek ini, paling tidak mendekati
sasaran yang dimaksud.

Adapun perincian rencana waktu pengumpulan data ini ada-
lah sebagai berikut:

Pertama, bulan Juni sampai pada minggu ke tiga dilakukan
pengumpulan data kepustakaan. Tujuannya untuk memilih daftar
literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti, yakni pola
penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional,

Kedua, bulan Juli pelaksanaan pengumpulan data di lapang-
an; yang diperkirakan dapat diselesaikan pada Juli minggu yang
ketiga; kemudian yang

Ketiga, bulan Agustus sampai September tahap pelaksanaan
pengolahan data.

5.3. Tahap Pengolahan Data.

Tahap berikut adalah tahap pengolahan data kegiatan ini
dilakukan setelah selesai pengumpulan data lapangan. Di atas telah
dikemukakan bahwa kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli sampai
dengan Agustus. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan ikhtisar
jawaban informan yang merupakan data primer. Berikutnya data
yang telah diikhtisarkan itu diklasifikasi sesuai dengan kerangka
dasar yang digariskan oleh Term Of Reference (=TOR).

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut disusun naskah
laporan sebagai hasil keseluruhan penelitian tentang pola penguasa-
an, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, khususnya
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari keseluruhan hasil penelitian
ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat
yang membutuhkannya. Sehingga dengan demikian dapat diguna-
kan pula sebagai bahan pengetahuan bagi mereka yang ingin mem-
pelajari masalah tanah khususnya tentang pola penguasaan, pemi-
likan dan penggunaan tanah secara tradisional di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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BAB 11
MENEMUKENALI

2.Lokasi

Seperti telah dikemukakan dalam bab pendahuluan bahwa
penelitian tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan
tanah secara tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta, menentu-
kan desa Banaran, Kecamatan Galur, Kulon Progo dan desa Pleret,
Kecamatan Pleret, Bantul sebagai lokasi penelitian. Untuk menen-
tukan kedua desa sebagai lokasi penelitian itupun telah dilakukan
dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai dasar pertimbang-
annya.

2] Letrak.

Seperti telah diketahui bahwa desa Banaran merupakan ba-
gian dari wilayah Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Se-
cara keseluruhan Kecamatan Galur ini terdiri dari tujuh Kalurahan,
yakni Karangsewu, Tirtorahayu. Nomporejo, Kranggan, Banaran,
Brosot dan Pandawan, Kecamatan ini menghubungkan Kecamatan
‘Panjatan, Kulon Progo (7 kilometer) dan Kecamatan Srandakan,
Bantul (1 kilometer). Kecamatan Galur yang seluruhnya mempu-
nyai luas tanah 2.765.5690 hektar merupakan daerah dataran
rendah. Menurut data sejarah Kecamatan Galur ini merupakan
salah satu daerah yang termasuk wilayah Kabupaten Adikarto,
yang ada di bawah kekuasaan Kadipaten Paku Alaman. Sedang
daerah lain yang ada dalam wilayah Kabupaten Adikarto ini ada-
lah Temon, Panjatan dan Pengasih. Kecamatan Galur dibatasi
oleh: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lendah, Kulon
Progo, Sebelah Barat Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, Sebelah
Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Sebelah Timur
dibatasi oleh Sungai Progo.

Khusus untuk desa Banaran terletak pada 5 kilometer arah
Tenggara Kecamatan Galur, atau 15 kilometer dari Ibu kota Kabu-
paten Kulon Progo: Wates atau 25 kilometer dari Kota Yogyakarta
Ibu kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Banaran
mempunyai luas tanah 627.1815 hektar dan secara administratif
dibagi menjadi 13 daerah pedukuhan, yaitu Sedirejo, Pulopete,
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Sawahan, Bleberan, Jonggrangan, Banaran, Jalan, Kenteng Seda-
kan, Pudung, Bunder I, Bunder II dan Jati. Desa ini dibatasi oleh
sebelah Utara Kalurahan Kranggan, Galur, Sebelah Timur Sungai
Progo, sebelah Selatan, Samudra Indonesia dan sebelah Barat Ke-
lurahan Karangsewu, Galur.

Untuk menuju desa Banaran tidaklah sulit, karena jalan yang
menghubungkan antara Galur dengan desa Banaran, sudah diper-
keras dengan batu. Meskipun demikian karena letak desa ini di
bagian paling selatan dari wilayah Kecamatan Galur, tepatnya di
pinggir Samudra India dan Kali Progo, maka transportasi hanya
terbatas pada sepeda, atau sepeda motor. Kendaraan roda empat
seperti colt atau andhong jarang kita jumpai di sana. Kemudian
jalanjalan desa yang menghubungkan satu pedukuhan dengan
pedukuhan kebanyakan terdiri dari jalan-jalan tanah biasa, artinya
belum diperkeras dengan batu atau apalagi aspal. Jalan-jalan ini
kebanyakan berukuran sempit yang dikanan kirinya diberi pagar
bambu dengan bentuk dan ukuran yang diseragamkan.

Sedangkan untuk mengetahui letak astronomis desa Banaran
amatlah sulit. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya data disetiap
desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menunjukkan letak
astronomis. Namun demikian, untuk melihat letak astronomis
desa Banaran ini dapat kita perkirakan berdasarkan letak astro-
nomis Daerah Istimewa Yogyakarta: 7933 — 8915’ Lintang
Selatan dan 110°5° — 110948’ Bujur Timur.

Letak desa Pleret yang merupakan lokasi penelitian berikut-
nya tentu saja berbeda dengan desa Banaran. Pleret merupakan
bagian dari wilayah Kecamatan Pleret, Bantul yang terletak pada
12 kilometer dari kota Yogyakarta ke arah tenggara. Jalan yang
menuju ke Pleret dari Yogyakarta sudah diperhalus dengan aspal;
sehingga frekuensi transportasi lebih sering atau banyak bila di-
bandingkan dengan transportasi ke Banaran. Secara keseluruhan
Kecamatan Pleret mempunyai luas tanah sekitar 2.1876010 hek-
tar. Kecamatan Pleret terbagi atas lima Kalurahan. Kalurahan
Wonokromo, Kalurahan Plerer, Kalurahan Segoroyaso, Kalurahan
Bawuran dan Kalurahan Wonolela. Wilayah Kecamatan Pleret ini
dibatasi oleh Sebelah Utara Kecamatan Piyungan dan Kecamatan
Bangutapan; Sebelah Timur Kecamatan Dlingo, Sebelah Selatan
Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Jetis; sebelah Barat Kecamatan
Sewon.
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Khusus untuk desa Pleret terletak pada 12 kilometer dari
kota Yogyakarta ke arah tenggara. Desa ini merupakan pusat pe-
merintahan Kecamatan Pleret; karena ibu kota kecamatan Pleret
terletak di desa Pleret. Luas desa Pleret ini sekitar 425,1570 hektar
yang terbagi atas 11 daerah pedukuhan; yaitu pedukuhan-pedu-
kuhan Gunungan Trayeman, Kauman Gunungkelir, Kedaton,

Pungkuran Karet, Kanggotan, Kerto, Bedukan dan Keputren.
Desa Pleret yang terbagi atas 11 pedukuhan ini secara administratif
dibatasi oleh sebelah utara Kalurahan Jambitan, sebelah Timur
Kalurahan Bawuran, Sebelah Selatan Kalurahan Segoroyaso dan
sebelah Barat Kalurahan Wonokromo. Untuk menghubungkan
pedukuhan satu dengan pedukuhan vang lain dibuat jalan-jalan
desa yang pada umumnya sudah diperkeras dengan batu. Sedang
letak astronomis: 7°33’ — 8°15° Lintang Selatan dan 110°5° —
110°48’ Bujur Timur.

2.2. Keadaan Geografis.

Berdasarkan morfologi desa Banaran yang merupakan bagian
dari Kecamatan Galur, Kulon Progo termasuk dataran aluvial
Dataran ini secara geografis terletak di sebelah selatan Pegunungan
Dome Kulon Progo. Dataran aluvial ini meluas sampai pantai dan
pada bagian pantai ini terdapat gumuk pasir, dan lekukan (Mono-
grafi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1979: 16). Untuk desa Banaran
sendiri jenis tanahnya lempung dan tanah lebu yang mengandung
pasir, sehingga dapat ditanami padi atau palawija. Wilayah desa
Banaran dilalui oleh aliran Sungai Progo. Untuk mengatasi bencana
banjir dari sungai Progo ini dibangun tanggul atau krep. Bangunan
tanggul ini sangat berarti bagi desa Banaran. Sebab kalau tidak ada
bangunan ini apabila ada banjir sekitar 45 hektar tanah sawah akan
tergenang air.

Desa Banaran yang terletak lebih kurang S meter di atas per-
mukaan laut mempunyai iklim yang dipengaruhi oleh dua musim:
musim hujan dan musim kemarau. Angin sangat kencang pada
siang hari sampai menjelang senja, (= angin laut); sedang malam
hari angin tidak begitu kuat (= angin darat). Curah hujan rata-rata
2000 — 3000 milimeter. Desa ini secara geografis dibatasi oleh
Sebelah Utara Pegunungan Dome Kulon Progo; Sebelah Timur
Sungai Progo; Sebelah Selatan Samudra Indonesia dan Sebelah
Barat Kali Glagah.




Tentang alam flora dan fauna yang terdapat di desa Banaran
tidak banyak menunjukkan jenisjenis flora dan fauna yang me-
nonjol. Hampir boleh dikata jenis-jenis flora dan fauna terdapat
di desa-desa lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis
flora atau tumbuhan yang ada di sana adalah jenis tanaman besar
dan tinggi. Walaupun tidak merata jenis pohon jati juga terdapat
di desa Banaran. Yang paling banyak adalah pohon kelapa dan
pohon atau tanaman lain yang ditanam penduduk di pekarangan
(= tanaman karang kitri). Sedang jenis binatang yang terlihat ke-
banyakan binatang-binatang ternak seperti lembu, kerbau, kam-
bing, itik, ayam dan lain sebagainya. Binatang buas dan liar tidak
ada kecuali ular.

Keadaan geografis desa Banaran tentunya tidak seluruhnya
sama dengan desa Pleret, Bantul. Tanah di desa Pleret berupa
tanah datar yang mempunyai tingkat kesuburan lebih baik dari
pada tanah di desa Banaran. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh
asal bahan induknya yang berasal sebagian dari daerah lereng
Gunung Merapi dan sebagian lain berasal dari lereng-lereng per-
bukitan Kulon Progo dan deretan Baturagung. Tanah di desa Ple-
ret ini termasuk jenis tanah aluvial yang mempunyai lapisan-
lapisan tanah sebagai akibat endapan-endapan dari banjir sungai
Opak. Tanah ini mempunyai sifat warna coklat keabu-abuan,
lekat bila kena basah dan gembur. Oleh sebab itu tanaman padi di
sana tumbuh dengan baik; begitu pula jenis tanaman palawija.

Desa Pleret yang mempunyai luas sekitar 425,1570 hektar
itu secara geografis dibatasi oleh sungai Opak yang melingkar
di sebelah Timur dan Selatan tepi desa: sebelah Barat Kali Gajah
Wong yang membatasi Kalurahan atau desa Pleret dengan desa
Wonokromo dan di sebelah Utara tanah persawahan yang ada di
wilayah Kalurahan Wirokerten dan Kalurahan Jambitan. Dengan
demikian Kalurahan atau desa Pleret ini dialiri oleh dua sungai
yaitu sungai Opak dan Kali Gajah Wong. Dua sungai ini bertemu
menjadi satu yang seterusnya mengalir ke Samudra Indonesia.
Pertemuan dua sungai ini oleh orang setempat disebut tempuran
atau Kali tempuran. Di Kali Tempuran inilah pada setiap tahun
sekali, tepatnya pada bulan Jawa Sapar, orang setempat khususnya
mereka yang tinggal di Wonokromo mengadakan upacara tradi-
sional yang mereka sebut upacara Rebo Wekasan. Upacara ini

16



diselenggarakan pada hari Rebo terakhir bulan Jawa Sapar (We-
kasan = terakhir).

Mengikuti iklim yang berlaku di Daerah Istimewa Yogya-
karta, iklim di Desa Pleret banyak dipengaruhi oleh dua musim
“yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan bertiup
angin baratdaya yang bersifat basah dan mendatangkan hujan.
Pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak ke-
ring. Berdasarkan musim yang berlaku di Daerah Istimewa Yogya-
karta (termasuk Pleret) ini maka dapat kita ketahui bahwa curah
hujan rata-rata sekitar 2000 milimeter per tahun.

Tentang alam flora dan fauna sebagaimana pada umumnya
di daerah pedesaan lainnya, di Pleret terdapat jenis tanaman-
tanaman seperti jambu, pohon kelapa, rambutan. nangka dan
lain sebagainya. Tanaman lainnya adalah tanaman yang banyak
ditanam di tanah tegalan seperti ketela, kacang-kacangan, pala-
wija dan kadang-kadang pisang, jeruk., pepaya dan lain sebagainya.
Jenis tanaman keras seperti pohon jati, karet tidak terdapat di
daerah Pleret. Yang ada di sana adalah tanaman Sanakeling, yang
oleh penduduk kayu Sanakeling ini digunakan untuk kayu bakar
atau kandang untuk kerangka rumah, sedang jenis binatang yang
ada adalah binatang-binatang ternak seperti lembu, kerbau, kam-
bing dan lain sebagainya. Jenis binatang liar yang buas tidak ter-
dapat di Pleret, kecuali ular.

2.3. Pola Perkampungan.

Pola perkampungan yang terdapat di Daerah Istimewa Yog-
yakarta pada umumnya tidak sama untuk daerah yang satu dengan
daerah yang lain. Tentu saja perbedaan ini disebabkan oleh keada-
an geografis masing-masing daerah, itu tidak sama. Hal ini bisa
kita lihat misalnya pola perkampungan di daerah pedesaan yang
berbukit-bukit tidak akan sama dengan daerah pedesaan di dataran
rendah. Biasanya pola perkampungan di daerah yang berbukit-
bukit dan pegunungan (hill region) tidak teratur dan menyebar
(R. Bintarto, tt: 33): sedang pola perkampungan yang terdapat
di daerah dataran rendah biasanya bersifat bergerombol mem-
bentuk suatu kelompok yang disebut Nucleus atau dapat juga ber-
sifat menyebar di suatu daerah pertanian (Alvin L. Bertrand,
1978: 55).
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Untuk desa Banaran (Kulon Progo) berdasarkan keadaan
geografisnya pola perkampungannya bersifat mengelompok.
Batas antara rumah yang satu dengan rumah yang lain tidak jauh
dan amat dekat. Biasanya untuk batas rumah ini digunakan pagar
bambu yang diperkuat dengan pohon-pohonan. Setiap rumah pen-
duduk didirikan di atas pekarangan yang cukup luas. Pekarangan
yang sebagian merupakan halaman rumah ini mereka manfaatkan.
Untuk ditanami dengan jenis tanaman yang hasilnya dapat digu-
nakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari seperti misal-
nya tanaman mlinjo, pisang dan lain sebagainya. Rumah tempat
tinggal penduduk ini kebanyakan bertipe limasan dan kampung.
Bahan yang mereka gunakan untuk membuat rumah adalah
bahan kayu, bambu, dan atapnya dari genting. Adakalanya bagi
mereka yang mampu dinding rumah dibuat dari bahan batu me-
rah (= bata, Jawa) yang dilepo dengan campuran semen merah,
pasir, gamping. Setiap rumah penduduk mempunyai sumur, se-
bagai sumber air. Sumur ini biasanya dibuat di luar bangunan
rumah. Bahkan adakalanya di halaman muka sebelah samping
kanan. Di dekat sumur itu dibuat kamar mandi dan W.C. dengan
ukuran lebih kurang 2 setengah kali 5 meter. Menurut data Potensi
Desa Banaran 1983/1984 ditunjukkan bahwa di desa Banaran ter-
dapat rumah bata (tembok, Jawa) 1980 buah; rumah setengah
tembok, 60 buah; rumah bambu 289 buah. Rumah yang mempu-
nyai W.C. 625 buah; rumah tanpa W.C. 1365 buah.

Bila penduduk ingin bertandang ke rumah tetangga dapat
mereka lakukan melalui jalan-jalan desa. Jalan-jalan desa ini belum
diperhalus dengan aspal. Ukurannya tidak begitu lebar. Di samping
kanan dan kiri jalan dibuat pagar-pagar penduduk dengan bentuk
dan ukuran yang seragam. Pada masing-masing pagar itu ditanami
tumbuhan rindang. Sehingga bila orang berjalan akan terasa sejuk,
nyaman dan terlindung dari panas matahari. Malam hari karena
belum ada listrik, penduduk mengeluarkan lampu minyak kecil
yang digantungkan, yang orang Jawa menamakan ting. Ting ini
berfungsi sebagai penerangan jalan. Perlu ditambahkan di sini
bahwa di samping jalan-jalan desa, kita dapat melihat adanya sa-
luran irigasi. Barangkali saluran ini mendapatkan airnya dari Kali
Progo. Fungsi irigasi ini untuk mengalirkan air Progo ke sawah-
sawah yang ada disekitarnya (Ngoncari, Jawa). Jalur aliran irigasi
Kali Progo ini antara lain melewati pedukuhan Kenteng. Sidakan,
Bunder dan terus ke Utara sampai ke wilayah Kalurahan Kranggan.
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Untuk keperluan penyelenggaraan upacara dan rekreasi, se-
perti pasar malam atau tontonan terbuka pertandingan olah raga
misalnya sepak bola, volly dan lain sebagainya adalah di tanah
lapangan, atau oro-oro. Lapangan ini terletak di muka Kantor
Kalurahan Banaran. Bangunan lain yang terdapat di desa Banaran
adalah bangunan Mesjid, Mushola dan Langgar. Untuk desa Ba-
naran mempunyai dua bangunan Mesjid, sepuluh bangunan Musho-
la dan 13 bangunan Langgar. Di samping bangunan suci juga terda-
pat tanah desa untuk makam (Kuburan, Jawa). Kuburan ini ter-
dapat di setiap pedukuhan. Di tepi desa kita lihat tanah pertanian
yang luasnya lebih kurang 289.1385 hektar, dan tanah oro-oro
(berupa pasir) seluas lebih kurang 155.000 hektar.

Begitu juga pola Perkampungan di desa Pleret (Bantul) ka-
rena keadaan geografisnya tampak bersifat mengelompok. Apalagi
rumah-rumah penduduk yang berjajar di pinggiran jalan-jalan desa.
Di antara rumah-rumah penduduk itu terpisahkan oleh pagar-pagar
yang dibuat dari bambu atau tumbuh-tumbuhan. Tetapi kadang-
kadang terlihat pula pagar pemisah pekarangan yang dibuat dari
batu merah (ditembok, Jawa). Seperti halnya desa Banaran (Kulon
Progo) jalan-alan desa di Pleret (Bantul) kebanyakan belum di-
aspal. paling diperkeras dengan batu. Di kanan kiri jalan dibuat
pagar-pagar penduduk yang bentuk dan ukurannya diseragamkan
sehingga kelihatan rapi. Di sana terdapat jalan utama beraspal,
yang menghubungkan Kecamatan Pleret dengan Kecamatan Kota
Gede (Kotamadya Yogyakarta).

Rumah penduduk pada umumnya bertipe limasan, kampung.
Tetapi ada juga di antaranya tipe Joglo. Bentuk tipe Jeglo ini
atapnya lebih besar dan membutuhkan bahan kayu yang banyak.
Oleh sebab itu hanya orang mampulah yang sanggup membuat
rumah dengan bentuk joglo ini. Pada umumnya rumah penduduk
di desa Pleret ini dibuat dari bahan batu merah (bara, Jawa) kayu
dan bambu. Sedang atapnya hampir semua telah menggunakan ba-
han gentingnya. Di desa Pleret terdapat 916 buah rumah pendu-
duk yang terbuat dari tembok; setengah tembok (Kotangan,
Jawa) 290 buah: bambu 110 buah dan kayu 105 buah (Sumintar-
sih, 1983/1984: 14).

Tidak seperti Banaran desa Pleret punya pasar. Bangunan
pasar terletak di muka Balai atau Kantor Kalurahan Pleret. Menu-
rut keterangan sementara penduduk setempat pasar Pleret ini
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mempunyai hari Pasaran Pon dan Kliwon. Pada hari-hari ini pasar
Pleret rame dikunjungi baik pedagang maupun pembeli. Di sam-
ping itu desa Pleret juga mempunyai tanah lapangan untuk berolah
raga atau berekreasi. Tanah lapangan ini terletak di padukuhan
Kanggotan. Bangunan penting lainnya yang terdapat di desa Pleret
adalah bangunan Mesjid, Mushola dan Langgar. Di antara ba-
ngunan mesjid yang terbesar untuk desa Pleret adalah Mesjid
Trageman, yang terletak di Trageman. Mesjid ini telah dipugar
dan baru selesai peresmiannya pada tanggal 14 Juli 1984, yang
peresmiannya dilakukan sendiri oleh Wakil Gubernur Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.4. Penduduk.

Penduduk yang bertempat tinggal baik di desa Banaran
(Kulon Progo) maupun mereka yang tinggal di desa Pleret (Ban-
tul) adalah dominan suku bangsa Jawa atau orang Jawa. Baik ia
sebagai penduduk asli, yang artinya orang tua-orang tua mereka
dan ia sendiri sejak lahir tinggal di desa Pleret maupun ia sebagai
penduduk pendatang.

2.4.1. Jumlah Penduduk.

Untuk desa Banaran (Kulon Progo) jumlah penduduk selu-
ruhnya ada 4777 jiwa: yang terdiri dari penduduk laki-laki 2258
jiwa dan perempuan 2519 jiwa. Sedangkan berdasarkan jumlah
Kepala Somah ada 1156 Kepala Somah; yang terperinci atas 863
orang Kepala Somah laki-laki dan 293 orang kepala somah perem-
puan. Kemudian untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan
angkatan kerjanya dapat dilihat dari komposisi mata pencaharian
yang dilakukan penduduk desa Banaran (Kulon Progo). Demikian
agar jelasnya dapat kita lihat melalui Tabel I tentang Penduduk
Menurut Mata Pencaharian.

Kemudian untuk desa Pleret (Bantul) jumlah penduduk
seluruhnya ada 8.052 jiwa. Jumlah ini terperinci atas laki-laki
3.946 jiwa dan perempuan 4.106 jiwa. Sedang jumlah Kepala
Keluarga seluruhnya ada 1.816 Kepala Keluarga. Sedangkan
jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja dapat kita ketahui
dengan melihat penduduk di desa Pleret menurut mata pencaha-
rian, seperti pada Tabel I1.
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2.4.2. Jenis Penduduk.

Untuk mengetahui jenis penduduk (asli dan pendatang) di
desa Banaran sulit sebab tidak ada data yang secara konkrit me-
nunjukkan jumlah jenis penduduk yang dimaksud.

Tabel 1. : PENDUDUK KALURAHAN BANARAN MENURUT
MATA PENCAHARIAN DALAM TAHUN: 1982/1983

Jenis Mata Pencaharian Jumlah Prosentase
Petani 1525 58,74
Petani Penggarap 540 13,10
Buruh Tani 242 9,32
Peternak 112 4,31
Pengrajin 18 0.69
Pedagang 45 1.75
Guru 216 8,32
Pegawai Negeri Sipil 23 0,89
ABRI 1 0,04
Dukun Bayi 14 0.54
Tukang Cukur 8 0,31
Tukang Jahit : 13 0.50
Tukang Kayu 25 0,96
Tukang Besi 2 0,08
Reparasi Sepeda S 0,19
Bengkel Sepeda Motor 7 0,28
TOTAL : 2596 100

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Datj 11
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 1983/1984.

Tetapi bila kita melihat kewarga negaraannya semua pendu-
duk desa Banaran adalah penduduk asli (= Suku Bangsa Jawa).
Walaupun demikian mobilitas penduduk tampak juga. Berdasar-
kan data kependudukan yang tercatat dalam monografi Keca-
matan Galur, Kabupaten Dati Il Kulon Progo tahun 1979/1980,
dapat diketahui mobilitas penduduk desa Banaran; yaitu 643
orang, yang terperinci atas: datang 282 orang dan pergi 361 orang.
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Tabel II. : PENDUDUK KALURAHAN PLERET MENURUT
MATA PENCAHARIAN TAHUN 1982/1983

Jenis Mata Pencaharian Jumlah Prosentase
Petani 890 35,6
Buruh Tani 660 26,4
Peternak 105 4,2
Kerajinan 147 5,9
Industri 8 0,3
Pedagang 70 2,8
Dokter/Mantri/Bidan 6 0,2
Dukun Bayi 8 0,3
Guru 66 2,6
Pegawai Negeri/Pensiunan 4?2 1.7
ABRI 11 04
Buruh Pernis 117 4.7
Tukang Jahit/Kayu/Cukur 119 4.8
Reparasi Sepeda/Sepeda Motor 35 1.4
Lain-lain 219 8.7

TOTAL : 2.503 100

Sumber : Monografi Kalurahan Pleret. Kecamatan Pleret, Kabupaten Dati II, Bantul
1982/1983.

Seperti halnya Kalurahan Banaran (Kulon Progo). Untuk
mengetahui secara konkrit jumlah penduduk asli dan pendatang
Kalurahan Pleret tidak ada data yang mampu memberikan kete-
rangan. Hanya disebutkan bahwa semua penduduk asli desa
Pleret adalah dominan orang Jawa. Kalau tak ada penduduk pen-
datang ini dalam jumlah yang tidak begitu berarti. Mereka yang
datang ke Pleret dan menetap di Jawa karena alasan perkawinan
dan juga pendidikan (lebih kurang 18 jiwa). Begitu pula yang pergi
(lebih kurang 31 jiwa) mempunyai alasan karena perkawinan pen-
didikan dan pekerjaan (Sumintarsih, 1983/1984: 16).

2.5. Latar Belakang Sosial Budaya.

2.5.1. Sejarah Kebudayaan.
Untuk mengetahui perkembangan kebudayaan yang ada di
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lokasi penelitian memang sulit. Hal ini disebabkan sedikitnya
data yang dapat memberikan informasi tentang perkembangan
sejarah kebudayaan di daerah setempat. Namun demikian Kkita
akan mencoba untuk melihat sejarah perkembangan kebudayaan
di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Dengan de-
mikian secara tidak langsung kita dapat pula mengetahui perkem-
bangan kebudayaan dikedua lokasi penelitian, khususnya desa
Pleret — Bantul yang konon kabarnya pernah dijadikan pusat
pemerintahan Kerajaan Mataram. yaitu pada jaman pemerintahan
Sultan Agung Hanyokrokusuma (1613—1645).

Dari data kepustakaan ditunjukkan bahwa pada jaman pra
sejarah penduduk di Yogyakarta telah mengenal kebudayaan
yang masih ada dalam tingkat sederhana. Data tersebut menun-
jukkan bahwa di daerah Gunung Wingko pantai Samas — Bantul
terdapat peninggalan berupa pecahan-pecahan keramik atau tem-
bikar. Dari benda-benda ini dapat kita ketahui bahwa penduduk
pendukung kebudayaan ini telah mengenal cara hidup menetap
(jaman neolithicum). Macam peninggalan lain adalah benda-benda
yang menunjukkan unsur budaya megalithicum, batu besar,
yaitu berupa kubur batu yang ditemukan di daerah Wonosari -
Gunung Kidul. Dari peninggalan ini orang mengetahui bahwa
agaknya pada waktu itu pendukung kebudayaan ini telah menge-
nal cara menghormati dan merawat orang yang meninggal dunia.
Bangunan yang ada pada waktu selalu dihubungkan untuk kepen-
tingan keagamaan.

Dengan masuknya pengaruh agama Hindu dan Budha di In-
donesia pada umumnya (lebih kurang abad 4), tidak luput pula
mempengaruhi perkembangan kebudayaan di Yogyakarta. Kebu-
dayaan Hindu — Budha yang kebanyakan berorientasi ke Kraton
itu, mulai berkembang di Yogyakarta. Sekitar abad 8 sampai per-
mulaan abad 10 Masehi. Perkembangan kebudayaan Hindu -
Budha di daerah Yogyakarta ini mendapat pengaruh dari kerajaan
Mataram — Hindu yang diperintah oleh wangsa Sanjaya (lebih
kurang 732 Masehi). Menurut prasasti Canggal di gunung Wukir,
Muntilan pusat kerajaan ini berada di daerah Salaman atau Sleman
yang dulu disebut Kunjara Kunyadesa. Di sana kita lihat Candi
Canggal sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa Mahadewa yang
diwujudkan sebuah Lingga Yoni (Sutrisno Kertapa, 1976/1977:
40).




Bukti lain kebesaran Wangsa Sanjaya pada jaman berkuasa
di Mataram Hindu adalah peninggalan-peninggalan Candi me-
muja dewa Siwa, antara lain Candi Gebang (Depok, Sleman);
Candi Sambisari (Sleman); Komplek Candi Lara Jonggrang (Pram-
banan, Sleman). Bangunan lain yang bercorak Budha juga kita
temukan di daerah Yogyakarta, walaupun tidak banyak misalnya
Candi Kalasan (Sleman) dan Candi Sari atau Candi Bedah yang
lebih menyerupai Vihara sebagai tempat tinggal para pendeta yang
mengajar agama Budha.

Perkembangan kebudayaan Hindu — Budha mulai mengalami
kemundurannya setelah Agama Islam berkembang di Jawa Tengah
dan khususnya di daerah Yogyakarta. Berkembangnya kebudayaan
Islam ini dimulai dengan munculnya kerajaan Demak, Pajang dan
akhirnya Mataram (lebih kurang 1586). Kerajaan Mataram pusat
pemerintahannya semula di Kota Gede, 5 kilometer sebelah se-
latan kota Yogyakarta yang sekarang. Demikianlah sejak berdiri-
nya kerajaan Mataram di Kota Gede ini, maka berkembang pula
kebudayaan Islam di daerah Yogyakarta. Sampai sekarang kebu-
dayaan ini terlihat pengaruhnya di daerah Yogyakarta, seperti
Selawatan atau Samroh. Selawatan atau Samroh ini jenis kesenian
yang banyak kita jumpai di daerah pedesaan. termasuk desa Ba-
naran — Kulon Progo dan desa Pleret — Bantul. Apalagi Pleret
yang dulu pernah digunakan sebagai pusat pemerintahan Mataram
pada jaman pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusuma (1613—
1645).

2.5.2. Sistem Matra Pencaharian.

Sebagian besar penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta ting-
gal di daerah pedesaan. Kebanyakan di antara mereka hidup se-
bagai petani, baik petani yang memiliki tanah sendiri, petani
penggarap maupun buruh tani. Pertanian yang mereka lakukan
pada umumnya dengan sistem pesawahan, sistem tegalan atau
ladang dan bahkan ada kalanya dengan cara melakukan cocok
tanam di pekarangan atau halaman rumah mereka (contoh Gunung
Kidul). Secara keseluruhan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta
sistem pertanian yang dilakukan diusahakan dengan cara tegalan.
pesawahan dan pekarangan. Hal ini bisa dimengerti bila kita meli-
hat penggunaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai
suatu gambaran dapat dikemukakan di sini bahwa usaha pertanian
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dengan sistem tegalan meliputi luas tanah lebih kurang 119.935
hektar, pekarangan lebih kurang 86.489 hektar dan usaha perta-
nian dengan sistem pesawahan lebih kurang 65.127 hektar.

Untuk desa Banaran, Kulon Progo mata pencaharian cocok
tanam yang dilakukan kebanyakan dengan cara pesawahan. Hal
ini dapat kita mengerti berdasarkan penggunaan atau pemakaian
tanahnya, yaitu sebagian besar untuk tanah pesawahan (lebih
kurang 258.7756 hektar): kemudian tanaman di pekarangan (lebih
kurang 157.6205 hektar) dan lebih kurang 45.7820 hektar untuk
tanah tegalan atau ladang (Potensi Desa Banaran, 1983/1984).

Adapun jenis tanaman yang ditanam petani Banaran antara
lain padi, kacang tanah, kedelai, ubi kayu atau bodin. dan ubi
jalar. Jenis tanaman ini pada umumnya ditanam di tanah sawah
dan tegalan. Kadang-kadang juga di tanah pekarangan, seperti bo-
din misalnya. Di samping jenis tanaman tadi juga terdapat ta-
naman perdagangan. Tanaman perdagangan yang dimiliki pendu-
duk desa Banaran Kulon Progo ini adalah kelapa, jeruk manis,
pisang, pepaya, jambu dan lain sebagainya.

Kemudian untuk desa Pleret, Bantul mata pencaharian pokok
yang dilakukan penduduk kebanyakan bercocok tanam dengan
cara pesawahan. Dari luas tanah yang ada (lebih kurang 425.1570
hektar) itu 236,1840 hektar digunakan untuk usaha pertanian
yang dilakukan dengan sistem pesawahan: 132,3595 hektar untuk
tanah pekarangan dan 6,8050 hektar untuk tanah tegalan. Adapun
jenis tanaman yang ditanam petani setempat antara lain padi, pala-
wija, tembakau, ketela. kacang tanah, rambutan, kelapa. pisang.
jeruk dan lain sebagainya. Jenis tanaman padi palawija kebanyak-
an ditanam di sawah terutama pada musim-musim hujan: Sedang-
kan tanaman di ladang atau tegalan adalah tembakau, ketela atau
ubi jalar,kacang tanah dan lain sebagainya. Jenis tanaman lain yang
ditanam penduduk adalah kelapa. nangka. jambu. mlinjo dan lain
sebagainya. Untuk jenis tanaman ini banyak ditanam penduduk
di tanah pekarangan dan mereka menyebutnya Aarang kitri.

Bagi mereka yang tidak mempunyai tanah sendiri, dapat
menggarap tanah orang lain, dengan cara bekerja sebagai buruh
tani. Untuk masing-masing daerah pedesaan upah buruh tani ini,
belum tentu sama; begitu pula untuk masing-masing jenis pekerja-
an tidak sama upahnya misalnya upah untuk pekerjaan mencang-
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kul (macul, Jawa) tidak sama dengan pekerjaan mengolah tanah
dengan bajak, atau luku (ngluku, megawe, Jawa) dan nggaru
(= pekerjaan untuk meratakan tanah pertanian) upah untuk peker-
jaan mencangkul (= macul, Jawa) antara jam 06.00 - 09.00
(= sekesuk, Jawa) adalah sekitar Rp. 500,— ditambah jaminan
berupa mimeman dan makanan yang ditanggung oleh pemilik
tanah. Sedang upah untuk pekerjaan ngluku dan nggaru sekitar
Rp. 1000,— — Rp. 2000,— masih ditambah jaminan seperti halnya
pekerjaan macul Biasanya pekerjaan mengolah tanah ini dilakukan
oleh orang laki-laki. Khusus untuk desa Banaran, Kulon Progo
upah ngluku dan nggaru itu diberikan atas dasar luas tanah; yaitu
setiap 100 Ru Rp. 1000,— — Rp. 2000,— (1 Ru = 14 meter per-
segi).

. Pekerjaan lain yang dikerjakan oleh buruh tani adalah peker-
jaan memotong padi (= derep, Jawa). Pekerjaan ini dilakukan
pada saat padi telah masak. Untuk pekerjaan ini biasanya dikerah-
kan tenaga kerja (khusus) wanita. Upah derep ini disebut bawon.
Dalam sistem bawon ini orang menggunakan dasar pembagian hasil
antara petani pemilik tanah dengan burh lain (= penderep, Jawa).
Dasar perhitungan bagi hasil yang dimaksud itu adalah maro, yaitu
separo hasil untuk pemilik tanah dan separo bagian yang lain un-
tuk penderep; maro telu, satu bagian penderep dan yang tiga
bagian hasil pemilik tanah; maro papat, satu bagian penderep em-
pat bagian hasil pemilik tanah dan begitu seterusnya sampai maro
sepuluh. Berdasarkan perhitungan ini pemilik tanah dapat mem-
perhitungkan berapa jumlah bagian hasil yang diterimakan kepada
penderep yang ikut membantu memungut hasil. Tentu saja peng-
gunaan salah satu dasar perhitungan bawon ini disesuaikan dengan
luas tanah pertanian yang mereka miliki dan jumlah penderep
yang terlibat dalam kegiatan ini.

2.5.3. Sistem Kekerabatan

Sistemrkekerabatan pada masyarakat Jawa mengenal adanya
kelompok kekerabatan yang keanggotaannya diperhitungkan ber-
dasarkan garis keturunan bilateral. Garis keturunan ini memper-
hitungkan keanggotaan kelompok kekerabatan itu melalui garis
laki-laki maupun garis perempuan. Garis keturunan ini menunjuk-
kan pada suatu pengertian bahwa seseorang (= ego) akan mengenal
semua anggota kekerabatan pihak ayah (laki-laki) dan anggota
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kekerabatan pihak ibu (perempuan). Dengan demikian dalam ke-
lompok kekerabatan itu orang tidak mengenal batas-batas hu-
bungan anggota kelompok kekerabatan secara selektif, artinya
bagi setiap individu dalam masyarakat semua kerabat ayah mau-
pun ibu masuk dalam batas-batas hubungan kekerabatannya.

Akan tetapi apabila ditelaah lebih jauh dapat kita lihat bahwa
dalam prinsip bilateral terdapat suatu pengelompokan kekerabatan
yang berdasarkan pada hak dan kewajiban tertentu. Prinsip ini
dalam ilmu antropologi disebut bilineal. Menurut prinsip ini se-
mua anggota kekerabatan dapat ditentukan bahwa melalui se-
jumlah hak dan kewajiban tertentu ditetapkan dengan memper-
hitungkan melalui garis laki-laki dan untuk sejumlah hak dan ke-
wajiban yang lain diperhitungkan melalui garis perempman. Hal ini
bisa kita lihat pada peristiwa perkawinan yang didasarkan atas
hukum Islam. Misalnya dalam perkawinan yang diatur melalui
hukum Islam seorang gadis baru syah kawin apabila yang meng-
angkat ayahnya, atau saudara kandungnya yang laki-laki atau
saudara kandung sepupu pihak ayah yang laki-laki atau orang tua
ayah gadis yang laki-laki, ayah (= mbah lanang, Jawa). Sehu-
bungan dengan ini orang Jawa menyebut dengan istilah pancer
lanang atau pancar wali. Dengan demikian melalui prinsip bili-
neal ini akan tampak bahwa bagi setiap individu berdasarkan atas
hak dan kewajiban tertentu akan masuk dalam batas hubungan
kekerabatan ayahnya (laki-laki), sedang kaum kerabat pihak ibu
(perempuan) berada diluar batas hubungan kekerabatan itu.
(Koentjaraningrat, tt: 125).

Sehubungan dengan sistem kekerabatan tadi orang Jawa me-
ngenal beberapa kelompok kekerabatan. Demikian kelompok ke-
kerabatan yang terkecil adalah keluarga inti atau keluarga batih.
Kelompok keluarga ini anggotanya terdiri atas suami, istri dan
anak-anaknya yang belum kawin. Apabila dalam keluarga batih ini
tinggal juga saudara-saudara suami atau istri, orang tua suami atau
istri orang lain sebagai pembantu maka kelompok kekerabatan
ini disebut rumah tangga. Namun dalam hidup sehari-hari orang
jawa menyebut dengan istilah keluarga atau kulowarga.

Dalam hidup sehari-hari orang Jawa juga mengenal bentuk
kelompok kekerabatan yang lebih luas, artinya tidak terbatas
pada hubungan antara anggota keluarga tadi. Pada bentuk kelom-
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pok kekerabatan yang lebih luas ini seseorang bisa' mengenal dan
bergaul untuk saling membantu dan melakukan aktifitas bersama
dengan saudara-saudara sekandungnya, saudara-saudara sepupunya
dari pihak ayah maupun ibu, kemudian juga saudara-saudara se-
kandung dan juga saudara sepupu ‘dari pihak istri, bahkan juga
semua anggota kekerabatan yang dikenalnya. Bentuk kelompok
kekerabatan semacam ini menurut pengertian ilmu antropologi
disebut kindred dan dalam kehidupan keluarga Jawa disebut
Sanak sedulur, Nak ndulur atau Sanak kadang.

Keanggotaan kelompok kekerabatan yang disebut Sanak
sedulur tadi sangat luas dan besar, yang meliputi saudara-saudara
sepupu dari pihak ayah maupun ibu, saudara-saudara sepupu
derajat kedua baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu atau
juga saudara-saudara sekandung dan atau sepupu dari pihak suami
maupun dari pihak istri dan seterusnya. Demikianlah karena ke-
anggotaannya yang banyak, maka mereka yang anggota Sanak
sedulur itu hampir tidak menyadari batas-batas keanggotaan ke-
.lompok kekerabatannya. Pada masyarakat Jawa dalam kelompok
kekerabatan Sanak sedulur ini hanya dapat mengenal batas-batas
keanggotaan kelompoknya melalui istilah-istilah kekerabatan;
diantaranya misan, mindhoan, keponakan, prunan dan lain seba-
gainya. Anggota Sanak sedulur ini jarang sekali bertemu dan ber-
kumpul, kecuali 'mereka yang tinggal berdekatan atau sama dalam
satu daerah. Sesekali mereka akan bertemu dan berkumpul bila-
mana salah satu anggota kelompok itu melaksanakan hajat. misal-
nya pesta perkawinan, supitan dan lain sebagainya.

Bentuk kelompok kekerabatan yang lebih luas daripada
Sanak Sedulur atau nak ndulur adalah alur waris yang terdiri
dari tiga sampai empat angkatan lebih yang diturunkan dari satu
nenek moyang yang sulit untuk dikenal lagi. Dengan demikian
pusat perhitungan anggota kelompok kekerabatan alur waris ini
-adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai leluhur (= Onces:tar
Oriented Kingruop). Oleh sebab itu di antara para anggotanya
sudah sulit untuk saling mengenal. Untuk mendekatkan diri de-
ngan leluhurnya dan untuk mendekatkan diri di antara anggota
kelompok dibuatlah apa yang disebut Serat kekancingan. Serat
kekancingan ini merupakan tanda bukti diri bahwa ia (pemegang
surat) keturunan dari seorang tokoh, yaitu leluhurnya. Bahkan
ada usaha lain untuk mendekatkan dan mengabadikan tokoh
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leluhur yang- dibanggakan, anggota kelompok ini mendirikan
trah. Trah ini disebut atau mengambil nama dari tokoh leluhur
itu; misalnya trah Suronatan, yang maksudnya kelompok keke-
rabatan yang bersangkutan berasal dari atau keturunan dari se-
orang tokoh bernama Suronatan; trah Buminatan, maksudnya
semua anggota kelompok kekerabatan itu berasal dari atau ke-
turunan seorang yang bernama Buminata dan begitu seterusnya.

Untuk mengetahui’ kedudukan seseorang dalam kelompok
kekerabatannya dapat dilihat dari istilah-istilah kekerabatan yang
digunakan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Misalnya saja "’ego”
(pusat perhitungan = aku) menyebut orang laki-laki satu angkatan
di atasnya dengan istilah bapak/Rama dan untuk orang perempuan
mbok/simbok/ibu, mereka ini berkedudukan sebagai orang tua
atau wong tuwo. Begitu pula untuk saudara-saudara orang tua
akan disebut pak dhe/siwo untuk saudara laki-laki yang umummnya
lebih tua dari bapak atau ibu dan mbokdhe/budhe untuk kakak
perempuan bapak atau ibu. Sedang untuk adik bapak disebut

paklik/lik dan untuk adik bapak atau ibu disebut bulik/lik. Kemu-
dian ’ego’” menyebut saudara sekandung laki-laki yang lebih tua
darinya dengan istilah kakang/mas dan mbakyu/yu untuk saudara
sekandung perempuan; sedang adik perempuan ’ego’ disebut
nok/adhi dan adik laki-laki disebut adhi/dhi, mereka ini disebut
sedulur tunggal welat atau sedulur sak suson. Selanjutnya untuk
menyebut orang tua baik ayah maupun ibu dengan istilah mbah/
simbah kakung/lanang orang ayah ayah/ayah ibu dan mbah/
simbah putri/wedok untuk ibu ayah/ibu ibu. Dalam kelompok
kekerabatan ’ego” mereka berkedudukan sebagai wong ruwa.
Di samping istilah-istilah kekerabatan seperti tersebut di atas
sistem kekerabatan pada masyarakat Jawa juga mengenal bebe-
rapa istilah lain untuk mengklasifikasikan keanggotaan seseorang
didalam kelompok kekerabatannya. Istilah-istilah kekerabatan
yang dimaksud itu diantaranya: keponakan atau ponakan untuk
menyebut anak-anak kakak laki-laki maupun kakak perempuan
“ego” prunan untuk menyebut anak-anak baik adik laki-laki
maupun adik perempuan ’’ego”’, misan istilah untuk menunjukkan
hubungan kekerabatan yang berasal dari satu simbah buyut
(= angkatan + 3 keatas); mindho, menunjukkan hubungan keke-
rabatan yang berasal dari satu Simbah canggah (= angkatan + 4
keatas). Akhirnya dalam sistim kekerabatan orang Jawa masih
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dikenal adanya istilah kekerabatan yang terjadi sebagai akibat
perkawinan; yaitu maratuwa, istilah yang diberi ’ego” untuk
menyebut orang tua suami atau istri dan sebaliknya ’ego’ ‘akan
disebut anak mantu, mantu (menantu); bisan, istilah yang me-
nunjukkan hubungan antara orang tua “ego’’ dengan maratuwa;
dan ipe, istilah untuk menyebut semua saudara sekandung baik
laki-laki maupun perempuan suami atau istri ’ego’’ dan peripean,
yang menunjukkan hubungan antara Saudara-saudara ’ego’’ suami
atau istri ’ego’’.

3.4. Sistem Religi.

Pada umumnya orang Jawa terutama mereka yang tinggal di
daerah pedesaan masih mengenal sisa-sisa kepercayaan yang ber-
sifat animistis dan dinamistis. Dengan kepercayaan ini orang per-
caya akan adanya roh atau arwah dan benda-benda alam yang
dianggap mempunyai jiwa atau mana. Roh atau arwah ini mereka
personifikasikan sebagai mahluk halus yang mereka sebut da-
nyang. Mahluk halus atau danyang ini dianggap menempati alam
sekitar tempat tinggal manusia, misalnya hutan, sungai. sawah,
perempatan, jalan, pohon besar dipojok desa dan lain sebagainya.
Bahkan lebih dari itu “’tanah”-pun dianggap mempunyai jiwa atau
mana. Hal ini bisa kita lihat bilaman orang akan mendirikan ba-
ngunan tempat tinggal atau rumah. Di dalam konsepsi orang Jawa
disebutkan tanah-tanah yang dapat digunakan sebagai tempat un-
tuk mendirikan bangunan tempat tinggal. Tetapi untuk jenis tanah
yang kedua ini apabila orang terpaksa harus mendirikan rumah di
tanah itu, maka harus dibuat sarana-sarana sebagai penolak bala
(= tumbal, Jawa); misalnya di tanah itu ditanam kepala kerbau.
diletakan ingkung ayam dan lain sebagainya. (IDKD, 1981/1982:
83 - 85).

Bagi masyarakat petani di pedesaan tanah yang merupakan
sumber pokok dari penghidupannya itu, dianggap mempunyai
mana atau ruah. Sebab dari tanah inilah mereka bisa berproduksi
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga. Tanah yang
mereka garap itu dianggap mempunyai mana karena ada danyang
yang menunggu di sana. Oleh sebab itulah maka perlu kiranya para
petani berlaku baik terhadap tanah (= pertanian) yang memberi

hidup. Sebagai perwujudan pendekatan diri petani dengan tanah
dan danyang penunggunya. Setahun sekali diadakan upacara
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sedekah bumi (Sedekah = persembahan, bumi = tanah). Upacara
sedekah bumi yang disebut juga merti dusun, bersih desa dilaksa-
nakan sesudah panen. Maksud dan tujuan upacara ini untuk meng-
ucapkan rasa syukur kepada Yang Kuasa atas karuniaNya berupa
hasil panen yang baik, jauh dari hama. Di samping itu juga disebut-
kan ucapan terima kasih kepada danyang penunggu tanah perta-
nian itu. Upacara sedekah bumi ini disudahi dengan mengadakan
perlunya lakon wayang kulit dengan lakon yang ada hubungannya
dengan peristiwa-peristiwa atau kehidupan petani, seperti Sri
Sadana, Sri Mulih, Semar Boyong dan lain sebagainya.

Di samping kepercayaan seperti tersebut di atas ada juga
sementara orang Jawa yang mempunyai kepercayaan terhadap
benda-benda yang mengandung mana, yang digunakan sebagai
jimat atau kekebalan. Demikian kepercayaan semacam ini dalam
Ilmu Antropologi disebut feritisme. Benda-bendaan niereka ang-
gap dapat melindungi orang yang memilikinya dari pengaruh
jahat dan dapat memberikan keselamatan dan rejeki pemiliknya,
sebagai contoh keris, tombak dan lain sebagainya. Benda-benda
ini amat dikeramatkan oleh pemiliknya, karena mendatangkan
tuah. Karena itu setahun sekali dimandikan (dalam wupacara
Siraman). Untuk orang Jawa Siraman Pusaka ini jatuh pada
hari dan bulan keramat atau suci, tepatnya hari Selasa Kliwon
atau Jum’at Kliwon bulan Sura, Upacara Siraman benda-benda
keramat ini dilengkapi dengan sarana-sarana seperti bunga se-
taman (Kembang Setaman, Jawa), kemenyan dan lain sebagainya.

4. Pertumbuhan Sistem Pemerintahan.
4.1. Masa Sebelum Penjajahan.

Kerajaan Mataram — Islam yang didirikan oleh Penembahan
Senopati pada tahun 1575 mencapai puncak kejayaan pada masa
pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613—1645).
Sejak terjadinya Perjanjian Giyanti tanggal 13 Pebruari 1755
kerajaan Mataram yang besar dipecah menjadi dua bagian yaitu
kerajaan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Ma-
lahan pada tahun 1757 dan 1813 wilayah ini terpecah lagi dengan
munculnya kekuasaan Mangkunegaran dan Paku Alaman.

Mulai akhir abad ke XVII kerajaan Mataram dibagi dalam
beberapa satuan wilayah besar dengan kraton sebagai pusatnya.

31




Urutan pembagian wilayah adalah sebagai berikut: Istana atau
kraton merupakan pusat kerajaan yang disebut ’Kutanegara’ atau
Kutagara. Wilayah yang mengelilingi ibukota kerajaan disebut
”Negara Agung’”. Pada masa kerajaan Mataram awal Negara
Agung terdiri dari empat wilayah yaitu: ‘Kedu, Siti Ageng atau
Bumi Gede, Bagelen dan Pajang. Pada waktu pemerintahan Sultan
Agung Hanyokrokusumo, masing-masing di antara empat wilayah
ini dipecah menjadi dua bagian. Daerah Kedu dibagi menjadi Siti
Bumi dan Bumijo, Siti Ageng menjadi Siti Ageng Kiwa dan Siti
Ageng Tengen, daerah Bagelen menjadi daerah Sewu dan Numbak
Anyar, sedangkan daerah Pajang menjadi daerah Penumping dan
Panekar.

Kecuali itu di luar wilayah Negara Agung masih terdapat
dua kelompok wilayah lagi, yaitu wilayah yang berada di pantai
utara disebut wilayah *’Pasisiran’ dan wilayah yang tidak termasuk
kelompok Negara Agung yang letaknya di Jawa Tengah dan Jawa
Timur disebut wilayah ’Mancanegara”. Perlu diketahui bahwa
wilayah ’’Pasisiran” terbagi menjadi dua bagian yaitu ’’Pasisiran
Wetan dan ’Pasisiran Kilen’’, masing-masing dibatasi oleh sungai
Tedunan atau sungai Serang yang mengalir di antara Demak dan
Jepara. Demikian juga wilayah ’Mancanegara’ dibagi menjadi dua
wilayah yaitu: yang ada di daerah Jawa Tengah disebut ’Manca-
negara Kilen”, sedang yang ada di daerah Jawa Timur dinamakan
“”Mancanegara Wetan”. (Marwati Djoened Poesponegoro dan
Nugroho Notosusanto, IV, 1982/1983: 2).

Dalam pemerintahan kerajaan Mataram sudah jelas bahwa
raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang kemudian diikuti
oleh sejumlah pejabat-pejabat kerajaan yang diserahi tugas-tugas
tertentu. Adapun jabatamjabatan di bawah raja terbagi menjadi
dua jabatan pokok, yaitu jabatan pemerintahan di dalam istana
(pemerintahan lebet) dan jabatan pemerintahan di luar istana
(pemerintahan Jawi). Untuk pemerintahan dalam istana ada empat
orang pejabat penting yang dinamakan Wedana dalam (Wedana
lebet). Adapun Wedana dalam itu ialah Wedana Gedong Kiwa;
Wedana Gedung Tengen; Wedana Keparak Kiwa dan Wedana Ke
parak Tengen. Di atas jabatan Wedana yang empat ini masih ada
lagi jabatan yang lebih tinggi yang mengkoordinasi keempatnya
yang dipegang oleh seorang pejabat tinggi bernama patih dalam
(Patih lebet). Sejak tahun 1755 jabatan patih dalam dihapuskan.
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Untuk mengurusi pemerintahan di Kutanegara, raja meng-
angkat dua orang pejabat penting yang disebut Tumenggung. Ke-
dua Tumenggung ini bertanggung jawab langsung kepada raja.
Keempat wedana dan dua tumenggung merupakan pejabat penting
kerajaan dan mereka itu menjadi anggota Dewan Tertinggi Keraja-
an. Wilayah Negara Agung masih termasuk pusat kerajaan. Sudah
disebutkan bahwa wilayah ini terbagi menjadi delapan yang
masing-masing dikepalai oleh wedana luar (Wedana Jawi). Sesuai
dengan nama-nama daerah Negara Agung maka mereka adalah
Wedana Bumi, Wedana Bumijo, Wedana Sewu, Wedana Numbak
Anyar, Wedana Siti Ageng Kiwa, Wedana Siti Ageng Tengen,
Wedana Panumping dan Wedana Panekar.

Mancanegara Wetan ataupun Mancanegara Kilen masing-
masing dipimpin oleh seorang bupati atau lebih. Jumlah bupati
yang memimpin tiap daerah tidak sama, tergantung dari luas
daerah yang diurusnya. Untuk wilayah Mancanegara Wetan dan
Kilen diangkat seorang koordinator yang dijabat oleh seorang we-
dana bupati yang mengkoordinasi para bupati kepala daerah yang
ada di wilayahnya.’ Kedua wedana bupati ini bertanggung jawab
langsung kepadanya atas kelancaran pemerintah daerah dan pe-
ngumpulan penghasilan yang harus diserahkan kepada pusat.
Daerah Pasisiran Wetan dan Kilen masing-masing dipimpin oleh
seorang wedana bupati. Untuk wilayah Pasisiran Wetan keduduk-
an wedana bupati berada di Jepara, sedangkan untuk Pasisiran
Kilen kedudukan wedana bupati berada di Tegal. Wedana Bupati
Pasisiran bertugas mengawasi dan mengkoordinasi bupati-bupati
kepala daerah yang ada di bawah wewenangnya. Kecuali jabatan-
jabatan lainnya, baik tingkat tinggi, menengah maupun tingkat
bawah yang diserahi tugas-tugas tersendiri dalam pemerintahan
kerajaan. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Noto-
susanto, IV, 1982/1983: 10-11).

4.2. Masa Belanda.

Pada tanggal 13 Pebruari 1755 terjadilah Perjanjian Gianti
yang isinya membagi Mataram menjadi dua kerajaan yaitu Sura-
karta yang diperintah oleh Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan
Paku Buwono III, daerahnya dikenal dengan hama kasunanan dan
Yogyakarta yang diperintah oleh P. Mangkubumi dengan gelar
Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono I, daerah-
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nya dikenal dengan nama Kasultanan. (Dr. Soekanto, 1952: 8).
Kemudian kerajaan Kasunanan Surakarta dipecah lagi oleh peme-
rintah ‘Hindia — Belanda sebagai akibat Perjanjian Salatiga pada
tahua 1757 menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta diperintah

Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono III dan Kadi-
paten Mangkunegaran .diperintah oleh Kanjeng Gusti Pangeran
Adipati Ario Mangkunegoro I. Demikian juga Kasultanan Yogya
karta pada tahun 1813 dibagi menjadi dua oleh Letnan Gubernur
Jenderal Thomas Stamford Raffles, yaitu Kasultanan Yogyakarta
diperintah oleh Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Bu-
wono III dan Kadipaten Paku Alaman diperintah oleh Kanjeng
Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam V (Dr. Soekanto, 1952:
99). "

Pada tahun 1816 pemerintah Inggris yaitu Letnan Gubernur
Jenderal John Fendall menyerahkan Indonesia kepada pemerintah
Belanda. Maka sejak itu pemerintah Hindia Belanda kembali ber-
kuasa di Indonesia. Pada waktu itu kerajaan Mataram lama telah
pecah menjadi empat kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta, Kadi-
paten Mangkunegara, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten
Paku Alaman. Pemerintah Hindia Belanda menunjuk seorang re-
siden untuk mengawasi Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mang-
kunegaran dan seorang residen lainnya bertanggung jawab atas
Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Pada tahun
1934 kedudukan residen diganti Gubernur (Selo Soemardjan,
1981:.21),

Pada jaman penjajahan Belanda ini, status Kasultanan Yogya-
karta tidak diatur dengan ordonnantie, melainkan diatur dalam
sebuah perjanjian antara Gubernur Jenderal Hindia- Belanda dan
Sri Sultan Hamengku Buwono. Perjanjian ini dinamakan Politik-
contract. Ini berarti bahwa status kasultanan tidak diatur secara
sepihak oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, melainkan status
Kasultanan Yogyakarta itu ditentukan oleh kedua belah pihak
bersama-sama yaitu Gubernur Jenderal Hindia-Belanda di satu
pihak dan Sri Sultan di lain pihak Politiek — contract yang ter-
akhir adalah politik-contract antara Sri Sultan Hamengku Bu-
wono IX dengan Gubernur Jenderal Hindia — Belanda pada tang-
gal 18 Maret 1940 (Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, 1984:
3-4).
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Di atas telah diterangkan bahwa setelah perjanjian Gianti

ditanda-tangani, kerajaan Mataram dibagi menjadi dua yaitu Ka-
sunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Seperti juga kera-
jaan Mataram pada akhir abad ke-XVII dibagi dalam beberapa
satuan wilayah besar, maka Kasultanan Yogyakarta juga dibagi
dalam beberapa satuan wilayah besar yaitu :

1.

Kraton yang merupakan wilayah dalam dari kerajaan. Ini
mencakup istana tempat tinggal Sultan beserta keluarganya.
Di lingkungan ini terdapat juga kantor-kantor para pangeran
dan kaum bangsawan.

Ibukota atau negara yaitu wilayah yang mengitari-kraton. Di
ibukota ini tinggal kaum bangsawan serta priyayi tingkat
tinggi. Kantor-kantor priyayi semuanya dipusatkan di ibu-
kota.

Negaragung atau Negara Agung yang berarti ibukota yang
besar. Negara yang dibagi menjadi sejumlah kabupaten.
masing-masing diperintah oleh bupati polisi. Adapun tugas
bupati polisi ini yaitu melaksanakan hukum serta ketertiban
dan sama sekali bukan untuk memajukan kesejahteraan pen-
duduk. Bupati polisi ini tidak mempunyai wakil di daerah-
nya. Oleh sebab itu ia harus bersandar kepada kerja sama
sukarela dari para bekel untuk menjalankan pekerjaannya.

Mancanegara atau negeri asing. Wilayah ini terlalu jauh dari
pusat untuk dapat dimasukkan sebagdi suatu bagian integral
dari kerajaan. Meskipun bukan suatu koloni, karena secara
formal diakui merupakan bagian kerajaan. Sultan tidak mem-
perkenankan para pangerannya memilih tanah lungguh di
wilayah ini. Ia sendirilah yang menunjuk para pejabat yaitu
bupati-bupati untuk melaksanakan semua perintahnya di
mancanegaranya yang semuanya di bawah pengawasan dan
bimbingan langsung dari pepatih dalem. Para bupati juga
mempunyai kewajiban menghadap Sultan tiga kali setahun
untuk menyatakan hormat kepada dan menyetorkan pajak

kepada kantor bendara kasultanan. (Selo Soemardjan, 1981:
30-31).

Ada perbedaan antara pemerintahan kraton dengan pemerin-

tahan negara, negara agung, mancanegara. Pemerintahan kraton
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disebut juga parentah jero atau pemerintahan dalam. Adapun
tugas pemerintahan dalam yaitu mengurus upacara kraton, mela-
yani kepentingan pribadi sultan dan keluarganya. Perlu diketahui
bahwa pemerintahan dalam ini dikuasai oleh keluarga bangsawan.
Pemerintahan negara-negara agung dan mancanegara disebut juga
dengan nama parentah jaba atau pemerintah luar. Pemerintah luar
ini dipimpin oleh pepatih dalem atau patih sultan.

Sebenarnya yang menjalankan pemerintahan di daerah ka-
sultanan adalah pepatih dalem dengan persetujuan Gubernur
Hindia Belanda. Pepatih dalem ini mempunyai fungsi yang dobel.
Hal ini disebabkan pepatih dalem adalah pegawai kasultanan dan
pegawai gubernemen, untuk itu ia mendapat gaji baik dari guber-
nemen Hindia Belanda maupun dari Kasultanan. Bahkan pepatih
dalem juga harus mengangkat sumpah setia baik kepada Sri Sultan
maupun kepada Gubernur Hindia Belanda. Dalam sumpah itu di-
nyatakan, jika pada suatu saat terjadi pertentangan antara kepen-
tingan gubernemen dan kepentingan kasultanan, maka pepatih
dalem harus memihak pada gubernemen. Mengingat hal itu maka
kedudukan pepatih dalem adalah sangat sulit, sering terjadi perten-
tangan batin antara Sri Sultan dan pepatih dalem itu. Pepatih
dalem dalam prakteknya lebih memberatkan dan lebih memihak
kepada gubernemen. (Mr. Poerwokoesoemo, 1984: 8).

Pepatih dalem ini diwakili di negara, negara agung dan man-
canegara oleh bupati-bupati yang diangkat, masing-masing bertang-
gung jawab atas daerah pemerintahan yang disebut kabupaten.
Sebuah kabupaten dibagi lagi menjadi distrik-distrik yang masing-
masing diperintah oleh seorang panji. Tiap distrik dibagi lagi men-
jadi sejumlah onder distrik yang diperintah oleh seorang asisten
panji. Tiap pejabat hanya bertanggung jawab kepada atasannya
dan bertugas melaksanakan semua perintah atasan serta melapor-
kan peristiwa-peristiwa penting di daerahnya.

Meskipun tersebar di seluruh wilayah kerajaan, badan peme-
rintahan ini tidak sampai di daerah-daerah pedesaan. Pemerintahan
sipil atau pangreh praja ke bawah hanya sampai ke asisten panji.
Penduduk pedesaan antara tahun 1755 hingga tahun 1918 dalam
desa-desa tidak diatur sebagai satuan-satuan pemerintahan. Sebe-
lum tahun 1918 tiap asisten panji memerintah suatu daerah yang
luasnya meliputi dua puluh sampai tiga puluh kebekelan. Tidak
banyak kegiatan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh se-
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orang asisten panji pada waktu itu, karena tidak ada bawahan yang
dapat membantunya berhubungan dengan rakyat. Saluran komu-
nikasi satu-satunya adalah para bekel. Tetapi mereka tidak mem-
punyai tanggung jawab pemerintahan, sebab tugas utama mereka
adalah mengumpulkan pajak untuk patuh. Juga tidak ada kepala
desa karena tiap masyarakat tidak diatur menjadi satuan pemerin-
tahan. Setelah tahun 1918 ketika desa-desa yang baru dibentuk
diakui sebagai daerah otonom, sepuluh hingga duapuluh desa di-
gabungkan menjadi suatu onder distrik yang bersifat administratif
dan dipimpin oleh seorang asisten panji yang ditunjuk oleh patih.
Empat hingga enam onder distrik digabungkan menjadi suatu dis-
trik yang diperintah oleh wedana.

Empat hingga enam distrik digabungkan menjadi sebuah ka-
bupaten yang diperintah oleh seorang bupati (Selo Soemardjan,
1981: 35). Di Kasultanan Yogyakarta ada enam kabupaten yaitu:

Kabupaten Kota Yogyakarta
Kabupaten Sleman
Kabupaten Kalasan
Kabupaten Bantul
Kabupaten Kulonprogo
Kabupaten Gunungkidul.

S gD —

Sedangkan daerah Paku Alaman mempunyai satu kabupaten yaitu
kabupaten Adikarta yang terletak di daerah Kulonprogo. Baik
wedana maupun bupati ditunjuk oleh Sultan, dan mereka ber-
tanggung jawab kepada pepatih dalem (Mr. Soedarisman Poerwo-

koesoemo, 1984: 85).

Perlu diketahui bahwa kedudukan wedana ini berada di
bawah bupati. Tetapi khusus untuk Paku Alaman, bupati langsung
membawahi asisten wedana. Sedangkan asisten wedana bertang-
gung jawab kepada wedana. Kemudian seorang asisten wedana
membawahi lurah. Lurah membawahi kepala dukuh sebagai pem-
bantu lurah. Baik lurah maupun pembantunya dipilih rakyat.
Dalam hierarkhi pemerintahan desa, lurah menduduki tempat
tertinggi. Lurah dalam menjalankan pemerintahannya dibantu
oleh pamong lainnya yaitu carik, jagabaya, kamituwa, ulu-ulu.
modin dan para kepala dukuh. (Dra. Sumintarsih dengan kawan-
kawan, 1983/1984: 28).
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4.3. Masa Jepang. _

Pada masa penjajahan Bala Tentara Jepang sistem pemerin-
tahan desa pada dasamya sama dengan jaman penjajahan Belanda.
Andaikata terjadi perubahan-perubahan dalam pemerintahan ber-
tujuan untuk mencapai efisiensi yang lebih besar serta demokrati-
sasi pamong praja di daerah-daerah pedesaan. Dalam hierarkhi
pamong praja, bupatilah yang bertugas menerima perintah-perin-
tah dari pepatih dalem dan melaksanakannya dalam kabupaten-
nya. Bupati bertanggung jawab kepada pepatih dalem. Bupati
harus mengorganisasi tugas ini, sehingga dapat dijalankan oleh
wakil-wakilnya di lapangan.

Perintah-perintah kepada rakyat disampaikan kepada lurah
melalui panewu. Pemberian tugas dari bupati kepada panewu di-
jalankan oleh wedana sebagai penghubung. Adapun bahasa yang
dipergunakan dalJam melakukan perintah sehari-hari adalah bahasa
yang dipakaj penduduk desa yaitu bahasa Jawa ngoko. (Selo Soe-
mardjan, 1981: 52).

Seterusnya lurah setelah menerima perintgh itu meneruskan
kepada jagabaya dan jagabaya melanjutkan kepada rakyat desa.
Jagabaya juga mempunyai tugas lain yaitu mengambil dan mengi-
rim surat-surat dari dan ke kapenewon. Tugas-tugas ini kemudian
dilakukan dengan bergantian bersama kebayan. Kebayan ini dalam
melakukan tugasnya dibantu oleh pembantu kebayan.

Pada masa penjajahan Bala Tentara Jepang ini Sri Sultan
Hamengku Buwono IX sedikit demi sedikit mengurangi peranan
kekuasaan peparih dalem. Pepatih dalem diperintah oleh Sri Sul-
tan Hamengku Buwono IX untuk berkantor di-kraton. Karena
pepatih dalem harus berkantor di keraton, maka segala apa yang
dilakukannya berada di bawah pengawasan Sri Sultan Hamengku
Buwono IX sendiri. )

Untuk lebih memperkecil peranan dan kekuasaan pepatih
dalem ini, Sri Sultan Hamengku Buwono 1X membagi pemerin-
tahan kasultanan dalam jawaban-jawaban yang dinamakan pani-
radva. Masing-masing paniradya dipimpin oleh seorang kepala
jawatan yang diberi nama paniradyapati. Pada permulaannya pe-
merintahan kasultanan dibagi dalam enam paniradya yaitu:

1. Paniradya Kapanitran (Kantor Sekretariat).
2.  Paniradya Ayahan Umum (Jawatan Urusan Umum)’
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Paniradya Ekonomi (Jawatan Perekonomian).

Paniradya Yayasan Umum (Jawatan Pekerjaan Umum).
Paniradya Wirjotopraja (Jawatan Dikbud).

Paniradya Racana — Pencarwara (Jawatan Urusan Rancangan
dan Propaganda).

g N

Kemudian paniradya ayahan umum dibagi lagi menjadi dua,
sehingga dengan demikian dibentuk satu paniradya lagi yaitu
paniradya yang ketujuh dengan nama paniradya pariarta (Jawatan
Keuangan). Jika dahulu segala kekuasaan pemerintahan kasultanan
berada dalam satu tangan yaitu pepatih dalem, maka sejak diben-
tuknya paniradya-paniradya itu, segala kekuasaan beralih semua
ke tangan para paniradyapati. Jadi sekarang secara formal pepatih
dalem itu masih ada, akan tetapi secara riil pepatih dalem itu su-
dah tidak memegang kekuasaan lagi. Hal ini disebabkan dalam
prakteknya segala kekuasaannya sudah berada dan dijalankan oleh
para paniradyapati. Para paniradyapati ini bertanggung jawab
langsung kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Ini berarti
secara diam-diam dan dengan tidak terasa kekuasaan pepatih da-
lem itu pada hakekatnya sudah beralih ke tangan Sri Sultan Ha-
mengku Buwono IX. Dalam melaksanakan kekuasaan itu Sri Sul-
tan Hamengku Buwono IX dibantu oleh para paniradyapati ter-
sebut. Setelah Pepatih Dalem KPHH Danurejc VIII pada tanggal
1 Agustus 1945 dipensiun, maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX
tidak mengangkat seorang pepatih dalem yang baru. Sejak itu Sri
Sultan Hamengku Buwono IX mengambil alih dan menjalankan
tugas kewajiban pepatih dalem dengan berkantor di kepatihan.
(Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, 1984: 10).

Pada pertengahan tahun 1945, di Kasultanan Yogyakarta
diadakan reorganisasi pangrehpraja yaitu dengan dihapuskannya
kawedanan (distrik) ditiap-tiap kabupaten. Dengan demikian maka
kabupaten-kabupaten luar kota di Kasultanan Yogyakarta itu
langsung dibagi dalam beberapa asistenan yang sejak saat itu dina-
makan kapanewon. Hal ini disebabkan asisten wedana di Kasul-
tanan Yogyakarta sejak itu diberi nama panewu pangrehpraja.
Bersamaan dengan itu nama “mantri kepala kampung’ dalam kota
diganti menjadi mantri pangrehpraja. Dengan hapusnya kawedanan
maka dengan sendirinya Kawedanan Kota Yogyakarta juga hapus.
Tanpa wedana yang bertindak sebagai perantara antara bupati
dengan panewu komunikasi antara kedua pejabat pemerintahan
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itu lebih lancar. Pekerjaan juga menjadi cepat. Sebab bupati seka-
rang harus memeriksa sendiri apakah tiap panewu menjalankan
pekerjaannya sebagaimana mestinya. Reorganisasi pangrehpraja
ini mengakibatkan Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi lima
kabupaten yaitu:

Kabupaten Yogyakarta
Kabupaten Sleman
Kabupaten Gunungkidul
Kabupaten Bantul
Kabupaten Kulonprogo.

Dengan reorganisasi pangrehpraja pada pertengahan tahun -
1945 itu, kabupaten-kabupaten luar kota langsung dibagi dalam
beberapa kapanewon, yang masing-masing merupakan daerah ad-
ministrasi. Kapanewon adalah daerah administrasi yang terbawah,
sebab di bawah kapanewon sudah tidak ada daerah administrasi
lagi. Adapun yang berada di bawah kapanewon adalah desa yang
sejak dahulu tidak merupakan daerah administrasi. .

Sedangkan Kabupaten Kota Yogyakarta langsung dibagi da-
lam beberapa daerah kemantren, yang masing-masing dipimpin
oleh mantri pangrehpraja. Kemantren ini merupakan daerah admi-
nistrasi yang paling bawah. Sebab di’ bawah kemantren adalah
rukun kampung atau aza shakai. Rukun kampung ini membawahi
rukun tetangga atau zonari kumi. Baik rukun kampung maupun
rukun tetangga diketuai oleh ketua rukun kampung dan ketua
rukun tetangga yang dipilih oleh penduduk yang bukan pegawai
pemerintah.

Untuk daerah Paku Alaman dibagi dalam dua kabupaten
yaitu Kabupaten Kota dan Kabupaten Adikarto. Kabupaten Kota
ini hanya terdiri satu kemantren saja. Di atas mantri pangrehpraja
terdapat seorang asisten wedana atau panewu pangreh praja. Se-
dangkan Kabupaten Adikarto dibagi dalam empat Asistenan atau
kapanewon. Di bawah kapanewon ini sudah tidak ada daerah
administrasi lagi, sebab yang ada hanyalah desa, yang sejak dahulu
tidak' merupakan daerah administrasi (Mr. Soedarisman Poerwo-
koesoemo, 1984: 88 - 89).

4.4. Masa Kemerdekaan. .
Sejak tahun 1906 sampai 1 Desember 1979 Pemerintahan
Desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang dibuat

BRSO e
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oleh penjajah Belanda. Dalam hal ini ialah apa yang dikenal dengan
Inlandsche Gemeente Ordonnantie (I1GO) berlaku untuk Jawa dan
Madura, serta Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten
(IGOB) yang berlaku untuk daerah-daerah luar Jawa dan Madura.
Khusus bagi daerah swapraja Yogyakarta ditambah dengan pera-
turan yang tertuang dalam Rijksblad Kasultanan dan Paku Alaman
tahun 1918. Namun demikian sebenarnya pada tahun 1965 sudah
ada Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja yang
menggantikan kedua perundangan buatan Belanda. Tetapi dengan
keluammya Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 yang mengatakan
tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Peme-
rintah Pengganti Undang-Undang, maka Undang-Undang No. 19
Tahun 1965 dalam prakteknya tidak berlaku meskipun secara
yuridis. Undang-Undang tersebut masih berlaku sampai terbentuk-
nya Undang-Undang yang baru yang mengatur tentang Pemerin-
tahan Desa (Undang-Undang No, 5 Tahun 1979) pada tanggal |
Desember 1979 (Drs. Daeng Sudirwo, 1981: 41).

Berbeda dengan daerah-daerah lain, maka ternyata di Daerah
Istimewa Yogyakaftta sejak permulaan revolusi sudah ada usaha-
usaha yang dilakukan oleh para pemimpin daerah (Sri Sultan
Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII dan Badan Pekerja
KNI) untuk mengatur dan menggarap desa. Hal ini jelas sekali
terlihat dalam beberapa maklumat yang dikeluarkan oleh Sri
Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dengan per-
setujuan Badan Pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
berikut:

a. Maklumat No. 7, tanggal 6 Desember 1945 tentang pemben-
tukan Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan.

b. Maklumat No. 14, tanggal 11 April 1946 tentang Dewan
Perwakilan Rakyat Kalurahan dan Majelis Permusyawaratan
Desa.

c. Maklumat No. 15, tanggal 11 April 1946 mengatur tentang
Pemilikan Pamong Kalurahan.

d. Maklumat No. 16, tanggal 11 April 1946 mengatur tentang
susunan pamong kalurahan, dalam maklumat ini menyebut-
kan juga bahwa tiap kalurahan harus dapat mencakupi ke-
butuhannya sendiri, artinya harus dapat berdiri sendiri seba-
gai daerah otonom. Jika ternyata ada kalurahan yang tidak
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dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, maka harus diga-
bungkan dengan kalurahan lain.

e. Maklumat No. 17, tanggal 11 April 1946, mengatur tentang
Perubahan Maklumat No. 7, tentang Pemilihan Dewan Per-
wakilan Rakyat Kalurahan.

Dari maklumat-maklumat tersebut di atas jelaslah bahwa se-
belum Pemerintah Pusat melakukan kebijaksanaan yang mengatur
tentang desa, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah terle-
bih dahulu menggarap soal desa. Perubahan yang dilakukan itu
justru pada saat permulaan revolusi dimana negara sedang dalam
pengolahan. Dan berdasarkan maklumat-maklumat itu pula dapat
kita ketahui bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan di selu-
ruh desa-desa di daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah sangat
fundamental; yakni menuju ke arah demokratisasi dan otonomi-
sasi desa. Bahkan berdasarkan maklumat-maklumat tersebut di-
adakan pula penggabungan beberapa desa menjadi satu desa baru,
dengan maksud agar desa baru ini dapat berdiri sendiri sebagai
desa otonom.

Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dinamakan kalurahan,
karena kalurahan itu sebetulnya terdiri dari beberapa desa. Justru
karena suatu kalurahan terdiri dari beberapa maka untuk membe-
dakan nama daerah desa dengan nama daerah kalurahan yang me-
lingkungi desa-desa itu, yang pertama disebut desa, sedangkan
yang kedua disebut kalurahan. Jadi di Daerah Istimewa Yogya
.karta yang dinamakan desa itu adalah bagian dari suatu kalurahan.

Dengan dilakukannya penggabungan beberapa kalurahan ber-
dasarkan maklumat-maklumat tersebut di atas menjadi satu ka-
lurahan baru, maka jumlah desa yang menjadi bagian dari kalu-
rahan baru itu menjadi bertambah. Sebab kepala desa kalurahan
baru itu tetap dinamakan lurah desa maka desa-desa yang menjadi
bagian dari kalurahan tersebut dinamakan dukuh-dukuh. Tiap-
tiap dukuh mempunyai kepalanya sendiri yang dinamakan Kepala
Dukuh dan Kepala Dukuh ini menjadi pembantu dari pamong
kalurahan.

Penggabungan kalurahan ini ternyata tidak menemui kesu-
litan. Hal ini disebabkan selain telah dipersiapkan lebih dahulu.
juga karena nasib para pamong kalurahan yang tidak terpilih lagi,
telah dipikirkan seperlunya. Adapun persiapan-persiapan itu
berupa:
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Maklumat-maklumat yang dibuat oleh Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dengan persetujuan Ba-
dan Pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wakil
rakyat diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Maklumat-maklumat ini diperlengkapi dengan  petunjuk-
petunjuk pelaksanaannya.

Kecuali itu diadakan penerangan serentak oleh Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta disemua kapanewon di seluruh
Daerah Istimewa Yogyakarta tentang maklumat-maklumat
di atas.

Pelaksanaan dari maklumat-maklumat itu dipimpin oleh
panewu bersama KNI Kapanewon sebagai ‘wakil rakyat dan
diawasi oleh bupati bersama KNI-nya.

Mengenai nasib pamong yang tidak terpilih telah dipikirkan.

Sebab para anggota Pamong Kalurahan lama yang tidak dapat
menjadi anggota Pamong Kalurahan baru, diberi pensiun yang
berupa tanah disebut pengarem-arem. (Mr. Soedarisman Poerwo-
koesoemo, 1984: 230 - 231).

Berdasarkan Maklumat Nomer 7 Tahun 1945, Nomer 14, 15,

16 dan 17 Tahun 1946, ditiap-tiap kalurahan di seluruh Daerah
Istimewa Yogyakarta terdapat tiga buah lembaga yaitu:

A

Pamong Kalurahan, yang terdiri :

Lurah

Kepala bagian sosial (Kamitua).

Kepala bagian kemakmuran (Ulu-ulu).

Kepala bagian keamanan (Jagabaya atau Jagamiruda).
Kepala bagian agama (Kaum).

Kepala bagian umum (Carik).

ALV~

Di bawah kepala bagian itu terdapat pembantu pamong.

Pembantu pamong ini ada tiga macam yaitu:

1.

Pembantu pamong yang bertugas membantu jawatan (bagian)
tertentu; ini disebut pembantu jawatan.

Pembantu pamong yang bertugas membantu semua jawatan
(bagian) dengan jalan memimpin dukuh tertentu, ini disebut
kepala dukuh.
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3. Pembantu pamong yang bertugas rangkap, disatu pihak se-
bagai pembantu jawatan (bagian) tertentu, dipihak lain se-
bagai kepala dukuh, ini disebut pembantu pamong merang-
kap atau pembantu pamong ngrangkep.

Pamong Kalurahan ini adalah badan'eksekutif yang mengerjakan
putusan-putusan DPR Kalurahan dan semua urusan rumah tangga
kalurahan. Pamong kalurahan bertanggung jawab sepenuhnya ke-
pada DPR Kalurahan.

Tentang pemilihan pamong kalurahan, menurut Maklumat
No. 15 Tahun 1946 sebagai berikut:

a. Yang berhak memilih pamong kalurahan adalah segenap ke-
pala somah warganegara baik laki-laki maupun perempuan
yang berumur 18 tahun keatas sehat pikirannya dan telah
enam bulan menjadi penduduk kalurahan.

b.  Yang berhak dipilih menjadi pamong kalurahan adalah warga-
negara lelaki, telah berumur 20 tahun keatas, sehat pikiran-
nya, baik budi pekertinya dapat membaca dan menulis huruf
latin dan telah enam bulan menjadi penduduk kalurahan itu.

¢.  Masajabatan pamong adalah tiga tahun.

d. Pembantu pamong kalurahan dipilih, ditetapkan dan diper-
hentikan oleh rapat Dewan Kalurahan dan pamong kalurahan
menurut suara terbanyak.

(Drs. A. Rosjid Rojani, BcHk, 1972: 63).

B. D.P.R. Kalurahan.

Lembaga ini merupakan wadah permusyawaratan rakyat da-
lam kehidupan di kalurahan. Sistem perwakilan rakyat sebenarnya
bukanlah merupakan hal baru bagi kehidupan masyarakat desa
dan daerah yang setingkat. Pada dasarnya sejak dahulu rakyat su-
dah melangsungkan hidup kemasyarakatan. D.P.R. Kalurahan
mempunyai wewenang untuk membuat aturan-aturan tentang
rumah tangga daerah kalurahan, asal tidak bertentangan dengan
peraturan pemerintah daerah yang lebih luas daripadanya. Ini ber-
arti merupakan badan legislatif.

C. Majelis Permusyawaratan Desa

Lembaga ini merupakan badan tertinggi di desa. Majelis Per-
musyawaratan Desa beranggotakan kepala somah, pamong desa,
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dan anggota DPR Kalurahan. Majelis Perinusyawaratan Desa mem-
punyai kekuasaan-kekuasaan sebagai berikut:

1.  Mendorong DPR Kalurahan kearah perwakilan yang sempur-
na.

2. Mengamat-amati peraturan dan pekerjaan DPR Kalurahan
agar kesemuanya tidak bertentangan dengan kepentingan
umum di desa.

3. Mengabsahkan rancangan anggaran pendapatan dan anggaran
pengeluaran yang dibuat oleh DPR Kalurahan.

4. Mengabsahkan peraturan-peraturan tentang hak tanah yang
dibuat oleh DPR Kalurahan dan mengabsahkan putusan
DPR Kalurahan tentang perselisihan tanah.

5. Menyelesaikan segala perselisihan antara DPR Kalurahan dan
Pamong Kalurahan.

Karena salah satu tugas dari Majelis Permusyawaratan Desa
adalah untuk menyelesaikan pertentangan yang timbul antara
Kalurahan dan DPR Kalurahan, maka para anggota Pamong Kalu-
rahan dan para anggota DPR Kalurahan menjadi anggota Majelis
Permusyawaratan Desa itu. Jadi meskipun pamong kalurahan ber-
tanggung jawab sepenuhnya pada DPR Kalurahan, akan tetapi jika
timbul perselisihan antara pamong kalurahan dan DPR. Kalurahan
sebagai akibat dari pertanggung jawaban itu, bukannya pamong
kalurahan harus jatuh atau DPR Kalurahan harus bubar. Perselisih-
an itu harus diselesaikan secara timur dengan jalan musyawarah
dalam Majelis Permusyawaratan Desa yang memegang kedaulatan

rakyat di kalurahan. (Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo. 1984:
236 - 237).

Dengan adanya Majelis Permusyawaratan Desa sebagai badan
penengah dan juru pendamai; maka pemerintah desa dapat ber-
jalan dengan stabil, dengan tidak dilepaskan dari pengawasan
rakyat. Kestabilan jalannya pemerintahan desa pasti akan lebih
dapat menjamin keamanan di daerah tersebut. Karena desa meru-
pakan soko guru dari negara, maka keamanan di tiap-tiap desa
berarti suatu sumbangan besar bagi kestabilan negara itu sendiri.

Berhubung dengan terjadinya gabungan desa, maka penduduk
dan daerah dari kalurahan baru menjadi bertambah besar dan luas.
Oleh sebab Majelis Permusyawaratan. Desa sebenarnya merupakan
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contoh dari "Demokrasi langsung”. Hal.ini disebabkan tiap kepala
somah penduduk desa menjadi anggota, maka jumlah anggota
Majelis' Permusyawaratan Desa juga menjadi sangat banyak. Ber-
hubung dengan itu, maka menjadi lebih sukarlah untukdapat
mengadakan rapat-rapat Majelis Permusyawaratan Desa secara
teratur. Karena itu maka Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa
Yogyakarta lalu mengeluarkan Maklumat Nomer 1 Tahun 1947,
yang memberi kemungkinan adanya sidang Majelis Permusyawa-
ratan Desa dengan pengecekan jumlah kepala somah yang hadir.
Paling sedikit tiap lima orang diwakili oleh seorang, dan paling
banyak tiap 10 orang diwakili seorang.

Pada tahun 1958 oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogya-
karta dikeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 1958, yaitu
suatu Peraturan Daerah tentang Pemilihan DPR Kalurahan dengan
sistem pemilihan umum. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomer
6 tahun 1958 itu guna memperbaharui DPR Kalurahan yang telah
habis masa jabatannya, sebab:

a. DPR Kalurahan pada ‘waktu itu belum pernah mengalami
pembaharuan.

b.  Yuridis formal DPR kalurahan pada waktu itu sudah tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi.

c. Banyak DPR Kalurahan yang tidak dapat menunaikan tugas-
nya lagi, karena kuorumnya sudah tidak tercapai lagi untuk
mengadakan sidang-sidang, berhubung banyak anggotanya
yang meninggalkan kalurahan.

d. Karena pendapat bahwa DPR Kalurahan sudah tidak mempu-
nyai landasan hukum, maka banyak Dewan Kalurahan yang
membubarkan diri.

Tetapi Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 1958 ini tidak jadi
dijalankan. Hal ini disebabkan adanya surat dari Departemen
Dalam Negeri tanggal 21 Juni 1960 Nomor 9/18/43 yang isinya
minta kepada Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta
agar menangguhkan Peraturan Daerah tersebut, karena secara
prinsip sudah tidak sesuai lagi dengan Garis-garis Besar Haluan
Negara. Tetapi Usaha untuk mengadakan pembaharuan DPR Kalu-
rahan terus berjalan. Pada tahun 1963 terbentuklah Peraturan
Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 7 Tahun 1963 ten-
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tang DPR Kalurahan Gotong Royong. Dengan terbentuknya DPR
Kalurahan Gotong Royong maka DPR Kalurahan dan Majelis
Permusyawaratan Desa tugas-tugasnya diambil alih oleh DPR Ka-
lurahan Gotong Royong.

Mengenai istilah Gotong Royong dalam Peraturan Daerah
Nomer 7 Tahun 1963 berarti bahwa para anggota terdiri dari
golongan politik dan golongan karya. Golongan politik menentu-
kan tujuan politiknya, sedangkan golongan karya ikut menen%kan
pembangunan ekonomi negara dan dengan cara bagaimana dapat
dilaksanakano Hal itu menyebabkan tercapainya dua macam ke-
untungan yaitu:

a. Tercapainya kecenderungan golongan politik kepada penen-
tuan tujuan dan terpenuhinya kecenderungan golongan karya
kepada cara-cara mencapai tujuan dan kepada penyelidikan
mengenai apakah tujuan tadi dapat dicapai atau tidak.

b. Kebebasan berpendapat terjamin, dan di samping itu pikiran
ke arah bebasnya rakyat dari kemiskinan juga mendapat ke-
sempatan yang luas. (Moeljono B.A., dengan kawan-kawan
1981/1982: 61).

Demikianlah badan-badan legislatif di desa-desa di Daerah
Istimewa Yogyakarta sebelum tahun 1939. Kenyataan yang tam-
pak pada kita yaitu bahwa badan legislatif tersebut berfungsi
sebagai badan pengontrol terhadap kegiatan pemerintahan desa
atau kalurahan, sebagai badan pembuat peraturan, dan yang lebih
jelas lagi adalah sebagai wadah perdebatan politik. Fungsi sebagai
badan pengontrol dan sebagai wadah perdebatan politik itu sering
dipraktekkan secara ekstrem sehingga yang terjadi di desa-desa
bukanlah pembangunan yang nyata dan berfaedah bagi kesejah-
teraan warga desa tetapi ketegangan-ketegangan bahkan kadang-
kadang juga permusuhan. Tetapi suasana benar-benar berubah
dalam arti menjadi lebih baik, sesudah DPR Kalurahan Gotong
Royong diganti dengan Lembaga Sosial Desa (LSD) pada tahun
1971. Jika badan legislatif diartikan secara luas yaitu sebagai ba-
dan tempat para wakil rakyat berdialog berhasilnya pembangunan
maka LSD ini dapat juga disebut badan legislatif Lembaga Sosial
Desa adalah suatu Lembaga Desa yang merupakan wadah semua
usaha dan kegiatan masyarakat desa dalam pembangunan yang
membantu pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam rangka
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pengembangan desa dari desa swadaya ke desa swakarya menuju
desa swasembada.

Pada tanggal 31 Maret 1980 keluarlah Surat Keputusan No-
mer 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan
Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masya-
rakat Desa (L.LK.M.D.). Dengan adanya Surat Keputusan No. 28

"Tahun 1980 maka Lembaga Sosial Desa harus diubah menjadi
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Lembaga Ketahanan Ma-
syarakat Desa bertujuan membantu pemerintah desa atau kalu-
rahan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan
hasil pembangunan dengan menambah prakarsa serta menggerak-
kan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan se-
hingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang me-
ngandung kemampuan mengembangkan ketahanan di dalam meng-
hadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rang-
ka pembinaan wilayah Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa terdiri dari pemuka masyarakat dan pemimpin lembaga-
lembaga masyarakat yang ada di desa setempat.

Adapun tugas pokok Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
adalah membantu pemerintah desa atau kalurahan dalam:

a. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas ma-
syarakat.

b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi
masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara ter-
padu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah
maupun swadaya gotong royong masyarakat.

c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengem-
bangkan ketahanan di desa atau kalurahan (Drs. Daeng Su-
dirwo, 1981: 120).

Pelaksanaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di desa-
desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendatangkan
kebaikan-kebaikan.
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BAB 111

SEJARAH TENTANG TANAH DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Dalam bab III ini kita akan mencoba untuk mengetahui se-
kilas tentang sejarah tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ma-
teri yang perlu dikemukakan adalah sekitar asal usul penguasaan
tanah pemilikan tanah dan penggunaan tanah pada masa sebelum
penjajahan, masa Belanda, masa Jepang dan masa Kemerdekaan.

1. Asal Usul Penguasaan Tanah.

Masa Sebelum Penjajahan.

Sejak jaman dahulu di daerah kerajaan Jawa, kekuasaan dari-
‘pada raja adalah sedemikian besarmya hingga dapat mempengaruhi
rakyat di atas hak miliknya yang menentukan “hidup dan mati”,
singkatnya “’tanah”. Untuk menunjukkan kebaktiannya kepada
raja, rakyat menyerahkan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak.
Rakyat beranggapan bahwa yang memiliki tanah adalah raja
(Kagungan Dalem Nata), mereka hanya menggaduh saja.

Demikianlah di daerah Yogyakarta, tanah yang seluas daerah
itu sebagian dikuasakan kepada para keluarga raja dan para pega-

wai sebagai nafkahnya. Mereka itu disebut patut. Sedang tanahnya
“tanah Kkepatuhan”. Bagi rakyat kewajiban selain menyerahkan
sebagian dari hasil tanahnya pada patuh itu dan tidak mempunyai
hak sama sekali atas tanah, melainkan hasilnya. Untuk mengurus
segala sesuatu ini ditunjuk seorang bekel, yang mendapat jaminan
pula atas seperlima dari tanah. Jadi pembagian tanah itu sebagai
berikut: seperlima untuk bekel, dua perlima untuk patuh, dua
perlima untuk rakyat. Hak-hak dari pada patuh dan bekel ini tidak
lain adalah mendapat bagian hasil tanah, tetapi di dalam praktek
kekuasaannya begitu besar terhadap tanah dan rakyatnya, sehing-
ga para patuh merupakan tuan tanah besar dengan para bekel se-
bagai tangan kanannya.

Pejabat dalam pemerintahan (patuh dan bekel) itu tidaklah

mendapat gaji dari raja. Tetapi sebagai pengganti jerih payahnya
mereka diberi ’gaduhan’ tanah, sebagai tanah lungguh (apanage).
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Orang-orang yang mendapat tanah lungguh ini disebut patuh.
Dari hasil bumi tanah lungguh inilah para pejabat dapat hidup.
Tentu saja tidak semua hasil tanah - lungguh itu menjadi bagiannya.

Orang-orang tani yang mengerjakan, demikian pula pejabat-
pejabat bawahan seperti bekel dan sebagainya yang turut meng-
urusi daerah itu mendapat pula bagian sesuai dengan tingkat-
tingkat. Di samping itu masih harus ada bagian yang disetorkan
kepada kraton sebagai pajak. Pada azasnya tanah itu adalah milik
raja, para patuh hanya sebagai penggaduh saja. Secara keseluruhan
pembagian itu sebagai berikut :

Para petani yang mengerjakan @ 40%
Para bekel (Kepala desa) o 20%
Para Demang dan Ngabehi . 8%
Bupati 0 8%
Untuk Kas Kraton (Pajak) 1 24%

Meskipun prosentase untuk para pejabat itu kelihatannya ti-
dak seberapa, tetapi untuk tanah-tanah yang luas, penghasilan itu
besar. Misalnya untuk hasil tanah seluas 2000 karya : hasil tanah
400 karya.

Bupati akan mendapat 8% x 2000 karya = 160 karya
Demang + Ngabehi 8% x 2000 karya = 160 karya

Seorang Bupati yang mendapat penghasilan dari tanah seluas 160
karya (bahu), bukanlah penghasilan yang kecil. Di daerah Kediri
(Mancanegara Wetan) yang tanahnya seluas 4000 karya, pernah
hanya dikepalai oleh seorang saja (Tumenggung Katawengan).
Dengan demikian bupati-bupati dapat hidup dengan cukup, bah-
kan sering mewah. Mereka dapat membentuk kehidupan kebupati-
an dengan susunan tingkat-tingkat bawahan vang mencontoh ke-
hidupan kraton. Pada saat bepergian seorang bupati sering diiringi
oleh sejumlah besar abdi-abdi pengiring. Miniatur-miniatur yang
lebih kecil dari kehidupan kraton juga terdapat di Kademangan,
Kepanjen, Kabekelan dan sebagainya. Seorang Demang atau Panji
kalau bepergian juga mempunyai pengiring-pengiring sesuai dengan
kedudukannya.

Tanah-tanah apanage untuk bangsawan-bangsawan keraton
kebanyakan terdapat di daerah Negara Agung. Sebagai contoh
Tanah lungguh Pangeran Upasanta ada di antara Sekinbi dan Tra-
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jem. Tanah lungguh P. Mandurareja juga terdapat antara Sekinbi
dan Trajem. Tanah lungguh Singarangu di antara Mataram (Kuta-
gara) dan Pajang. Tanah lungguh P. Mangkubumi (paman Sultan
Agung) juga di antara Mataram dan Pajang.

Di daerah-daerah tanah lungguh ini bangsawan-bangsawan
yang membawahkan/mewakilkan seorang Demang atau Lurah
untuk mengurusi tanahnya. Kemungkinan besar tanah-tanah
lungguh para bangsawan kraton ini merupakan tanah-tanah enclave
di daerah Wedana-wedana di Negara Agung dan otonom. Meskipun
dalam bidang-bidang tertentu, misalnya mengenai keamanan dan
kepolisian, masih diawasi secara keseluruhan oleh Wedana-wedana
tersebut.

Adapun luas tanah-tanah lungguh para pejabat tinggi peme-
rintahan pada jaman Kartasura adalah sebagai berikut. Ratu eyang
mempunyai tanah lungguh 1000 karya; Ratu ibu juga bertanah
lungguh 1000 karya; Ratu kencana juga 1000 karya; Adipati
Anom (Putra Mahkota) = 8000 karya; Patih lebet = 20.000 cacah.

Wedana-Wedana Lebet :

Wedana Keparak Kiwa = 5000 karya, Wedana Keparak Te-
ngah = 5000 karya; Wedana Gedong Kiwa = 5000 karya. Wedana
Gedong Tengen = 5000 karya.

Wedana-Wedana Jawi :

Wedana bumi = 6000 (7500 karya); Wedana Bumija = 6000
karya; Wedana Siti Ageng Kiwa = 10.000 karya, Wedana Siti
Ageng Tengen = 10.000 karya; Wedana Sewu = 6000 karya; We-
dana Numbak Anyar = 10.000 karya, Wedana Panumping =
10.000 karya; Wedana Panekar = 10.000 karya; Kliwon (Papatih
= Lurah Carik ) = 2000 karya.

Tanah-tanah lungguh untuk pejabat-pejabat rendah antara lain
Panewu = 1000 karya; Panatus = 100 karya; Paneket = 50 karya,
Panglawe = 25 karya; Panigangjung = 12 karya, Panajung = 4 kar-
ya; Jabatan-jabatan tersebut di atas berlaku hingga abad 19.

Jabatan-jabatan lain yang mendapat juga tanah lungguh.
yang bahkan telah ada pada masa-masa sebelum Kerta antaranya:
Pejabat tanda = 475 karya; Tanda mantri: 475 karya, Adamohi =
450 karya; Manguri = 425 karya; Jambaleka = 375 karya, Panjang
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syiwa = 350 karya; Kanduruhan = 325 karya; Pasingsingan = 300
karya; Rangga = 350 karya; Demang = 200 karya; Ulubalang =
150 karya; Pakulupan = 125 karya; Pengalasan = 112 Kkarya,
(F.A. Sutjipto, halaman 8, 9).

Di daerah-daerah 'Yogyakarta dan Surakarta sebagai akibat
kelaliman raja-raja dan pemegang-pemegang apanage maka hak
milik penduduk ‘atas tanah tertekan menjadi hak tanam dan hak
pakai. Hal ini hanya mengandung hak-hak yang terbatas. Hak atas
tanah itu tetap dipunyai jika hal ini tidak menimbulkan ketidak
senangan bagi raja dan pemegang apanage. Pemegang apanage”
mendapat kesempatan untuk memuas penduduk lebih banyak lagi
daripada yang telah dilakukan oleh raja. Van Vollehoven berpen-
dapat karena tekanan pajak yang semakin berat mengakibatkan
bertambahnya hutang penduduk kepada raja, atau memaksa rak-
yat melepaskan hak-hak atas tanahnya. Sedangkan dilain pihak,
tekanan dari pemegang apanage menyebabkan perpindahan hak-
hak milik yang kokoh atas tanah pertanian dari pemiliknya yang
lama kepada orang baru. Semula dianggap sesuai dengan hukum
adat, tetapi karena sering terjadi, lama kelamaan oleh raja maupun
oleh rakyat dirasakan sebagai tindakan sewenang-wenang dari
pemegang apanage itu saja.

Di sebagian besar daerah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta
yaitu di daerah-daerah apanage, sejak satu setengah abad yang
silam, bentuk desa sebagai “’Indonesische Gemeente’’, sebagai
”desa praja’’, yang berarti sebagai kehidupan masyarakat yang
tertib dan teratur telah hilang lenyap dan berubah menjadi tempat
kediaman biasa.

Tentang keadaan daerah apanage lama di Yogyakarta, Adam
menulis bahwa pengertian desa di sini tidak lebih hanyalah suatu
tempat kediaman dengan tanah-tanah pertanian disekitarnya.
Tidaklah akan dijumpai bekas desa itu sebagai suatu kesatuan
hukum ataupun kesatuan ekonomi. (Burger, 1962 hal. 116).

Masa Belanda.

Pada masa penjajahan, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah
dua buah kerajaan (Zelfbesturende landschappen), ialah Negeri
Ngayogyakarto Hadiningrat/Kasultanan Yogyakarta dan Negeri’
Paku Alaman/Kadipaten Paku Alaman. Kedua kerajaan ini meng-
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akui kedaulatan kerajaan Belanda melalui organisasi kenegaraan
yang disebut Hindia Belanda. Hubungan antara kedua kerajaan
itu dengan pemerintah Hindia Belanda diatur dalam suatu kontrak
politik (pasal 34 ayat 1 IS), kontrak politik ini sifatnya panjang.
Dalam kontrak itu ditentukan urusan-urusan mana yang menjadi
wewenang pemerintah Kerajaan (pasal 22 IS). Bila dalam perjan-
jian itu sesuatu tidak ditentukan menjadi urusan Pemerintah Hin-
dia Belanda, maka pemerintah Hindia Belanda tidak wenang meng-
atur, urusan itu menjadi wewenang Pemerintah Kerajaan (Pasal 21
ayat 2 IS) (Simposium, halaman 293).

Sebagai akibat perkembangan ini, maka kompeni telah meru-
bah keadaan sosial ekonomi, juga terhadap penguasaan pemilikan
dan penggunaan tanah. Di daerah Yogyakarta dan Surakarta tanah
adalah milik raja dan raja berkuasa penuh atas tanah. Di kedua
daerah Kasultanan/Kasunanan hukum tanah menentukan bahwa
hak milik atas seluruh luas tanah adalah mutlak di tangan pe-
nguasa. Hukum tanah yang berlaku sejak jaman Kolonial di kera-
jaan Yogyakarta dan Surakarta, raja sebagai perantara antara
Allah dan rakyat adalah pemilik satu-satunya dan seluruh areal
tanah yang terletak dalam teritorium kekuasaan mereka. Maka
atas dasar inilah tercipta jurang pemisah antara para otokrat dan
masyarakat, yang juga mempunyai dasar magis religius. Meskipun
hak-hak kekuasaan pada umumnya dari para teknokrat kerajaan.
Sejak abad ke 18/19 sedikit demi sedikit dikurangi dan dialihkan
kepada pemerintah kolonial Belanda, tetapi kedudukan sosial di
lingkungan masyarakat feodal secara struktur formal tetap mutlak
di tangan raja (Werner Rosl, 1981 halaman: 50).

Sebagian dari tanah itu langsung dikuasai oleh raja, yang me-
rupakan tanah domein. Di Yogyakarta tanah langsung dikuasai
oleh raja disebut tanah Maosan dalem”. Sebagian tanah lainnya
dinamakan tanah kejawen. Tanah kejawen atau tanah gaduhan
(apanage) dipergunakan untuk menjamin kebutuhan keluarga raja.
Tanah-tanah ini oleh raja diberikan kepada anggauta keluarga raja
atau kepada pegawai negara yang berdarah ningrat, agar mereka
mengurus dan memungut pajak. Pungutan pajak ini merupakan
penghasilan mereka. Para ”pemungut pajak’ (patuh) ini sebagian
besar hidup di kraton atau di ibukota (negara) menyerahkan hak
kekuasaan kepada orang-orang yang disebut bekel. Kedudukan
bekel lebih rendah dari mereka dan hidup di pedesaan. Para pemu-
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ngut pajak (patuh) menerima imbafan dari para bekel berupa
“hadiah” menghormati mereka. Sebagai imbalan para pengurus
atau pemungut pajak langsung yang'bertempat tinggal di pedesaan
memperoleh hasil bersih seperlima bagian dari bidang tanah ke-
bekelan yang digarap oleh penduduk setempat. Tanah ini merupa-
kan tanah dinas bagi para pemungut pajak (lungguh). Sisanya
empat perlima bagian dari tanah garapan boleh dikerjakan oleh
penduduk dengan membayar sewa yang tinggi. Dengan demikian
penduduk tidak memiliki tanah'sama sekali, melainkan hanya di-
ijjinkan mengerjakan bidang-bidang tanah di areal yang ditunjuk.
Penduduk sama sekali tidak mempunyai hak hukum atas tanah.
Oleh sebab itu hanya mereka yang dapat memenuhi syarat-syarat
dari pegawai-pegawai kraton dapat menikmati persil-persil tanah
garapan ini. (Werner Rosl, 1981 hal: 50).

Adapun hak rakyat atas tanah liar kosong pada waktu itu
ialah hak membuka tanah. Pembuka tanah dalam hal ini mendapat
hak menggarap (mengerjakan). Selain itu juga mendapat hak mene-
bang, meramu, menggembala, memburu dan mencari buah-buahan

atau rotan.

Terhadap tanah sawah atau tegalan tidak ada hak milik. Di
Swapraja Yogyakarta hak milik atas sawah dan tegalan terbatas
pada hak usaha saja. Hak usaha atas sawah dan tegalan ini dapat
diwariskan, tetapi tak dapat dijual. Hak rakyat atas pekarangan
dan kebun merupakan hak usaha juga, dapat diwariskan tetapi
tak dapat digadaikan.

Di daerah-daerah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta sebagai
akibat dari kelaliman raja-raja dan pemegang apanage maka hak
milik penduduk atas tanah tertekan menjadi hak tanam dan hak
pakai. Hal ini hanya mengandung hak-hak yang terbatas. Hak atau
tanah itu tetap dimiliki jika hal ini tidak menimbulkan ketidak
senangan bagi raja dan pemegang apanage. Pemegang-pemegang
apanage mendapat kesempatan untuk memeras penduduk lebih
banyak lagi daripada yang diminta oleh raja. Karena pajak yang
tinggi mengakibatkan bertambahnya hutang penduduk kepada
raja. Sehingga terpaksa mereka melepaskan hak-hak atas tanahnya.
Sedangkan di lain pihak, tekanan dari pemegang-pemegang apa-
nage menyebabkan perpindahan hak-hak milik yang kokoh atas
tanah pertanian dari pemiliknya yang lama kepada orang baru,
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yvang semula dianggap sesuai dengan hukum adat. Namun lama ke-
lamaan karena terlalu sering terjadi, oleh raja maupun oleh rakyat
dirasakan sebagai tindakan sewenang-wenang dari pemegang apa-
nage.

Disebagian besar daerah-daerah kerajaan Yogyakarta dan
Surakarta yaitu di daerah-daerah apanage bentuk desa sebagai desa
praja artinya sebagai kehidupan masyarakat yang tertib dan ter-
atur, telah hilang lenyap dan berubah menjadi tempat kediaman
biasa.

Tentang keadaan daerah apanage lama di Yogyakarta, Adam
menulis bahwa pengertian desa di sini tidak lebih daripada untuk
menegaskan suatu tempat kediaman dengan tanah-tanah perta-
nian di sekitarnya tidaklah akan dijumpai lagi bekas-bekas desa itu
sebagai kesatuan hukum ataupun kesatuan ekonomi (Burger,
1962 halaman: 116).

Menurut hukum asli maka hak atas tanah adalah sepenuhnya
di tangan rakyat desa, tidak saja kekuasaan atas tanah pertanian.
akan tetapi juga atas tanah yang belum digarap (ditanami). malah
juga meliputi hutan belukar dan gunung serta jurangnya. Raja-raja
tidak mengambil kekuasaan atas tanah itu. Kalau ia membutuhkan
tanah maka ia meminta kepada desa tanah yang diperlukan. Oleh
sebab itulah setelah pemerintah Hindia Belanda memaksa meng-
akui dan menjalankan kekuasaan atas tanah hutan dan tanah yang
menurut kenyataan tidak digarap oleh desa, ia menghadapi ber-
bagai-bagai kesulitan dan seringkali terlibat dalam pertentangan
dengan rakyat di desa. Kebenaran pendapat atas kekuasaan desa
itu dapat disaksikan dalam piagam raja-raja kepada penguasa desa
perdikan.

Akan tetapi sejak dikeluarkannya pernyataan oleh pemerin-
tah Belanda bahwa semua tanah, yang tidak dikuasai orang atas
hak eigendom, adalah tanah negeri (domeniverklaring menurut
keputusan raja tanggal 9 April 1870), disusul oleh ’Onteigen-
ingsordonnantie 1874 dan 1896 dan oleh Boschreglement 1913
maka hilang lenyaplah hak kekuasaan desa atas tanah. Tidak saja
kekuasaan atas hutan belukar dan tanah kosong, tanah pertanian
kuburan tanah tempatpun diakui sebagai tanah negeri (Sutardjo,
1953: 219).

55




Di daerah Swapraja Yogyakarta meskipun lantaran dari per-
campuran Kekuasaan raja-raja otonomi desa dari abad ke abad
telah rusak akan tetapi hak kuasa desa atas tanah sampai sekarang
masih hidup terus. Kalau seorang pemilik tanah meninggalkan
tanah karena pindah ke lain desa, maka hak atas tanah itu jatuh
kembali kepada desa. Penjualan tanah kepada seorang yang bukan
penduduk desa dilarang. Bekel berkuasa untuk menguasai tanah
yang jatuh kosong sementara sampai tanah itu diberikan kepada
orang lain yang mendapat hak atas tanah menurut adat. Sejak
perubahan kedudukan desa dalam tahun 1912, semua tanah per-
tanian dinyatakan sebagai tanah desa (tanah raja atau tanah ke-
amanan). Penduduk mendapat hak gaduh dari desa yaitu hak un-
tuk memakai (pinjam) tanah itu.

Di desa Perdikan, hak atau tanah perdikan seluruhnya ada
di tangan kepala desa. Kepala desa menganggap dirinya sebagai
satu-satunya pemilik semua tanah pertanian. Sedangkan penduduk
hanya sebagai pemakai tanah (anggaduh) (Sutardjo, 1958 ha-
laman: 226). Di Yogyakarta pada tahun 1916 diadakan reorgani-
sasi lapangan ekonomi dan agraria.

Pada jaman kebekelan (sebelum reorganisasi), rakyat harus
menyediakan tenaganya baik kepada bekel, patuh, raja ataupun
kepada perusahaan pertanian. Hal ini oleh rakyat dirasakan sangat
berat. Setelah kebekelan digabungkan menjadi kalurahan yang
mempunyai tugas administratif, kemudian dibentuklah pemerin-
tahan kalurahan dan dibuat pula register untuk mencatat keadaan
tanah.

Raja memberikan tanahnya dengan hak milik kepada kalu-
rahan. Hak milik ini merupakan hak milik komersial. Kepada
rakyat diberikan hak pakai turun temurun atas empat perlima ba-
gian dari sawah dan tegalan dari suatu kalurahan, sedang seperlima
bagian disediakan untuk tanah jabatan tanah pengarem-arem dan
tanah kas desa. Bekel yang dianggap cukup diberi tempat di peme-
rintahan kalurahan dan menerima tanah jabatan sebagai pamong
kalurahan. Kalau ia tidak duduk dalam pemerintahan kalurahan
maka selama hidupnya ia mendapat tanah pengarem-arem (ta-
nah pensiun) dan bila meninggal dunia tanah digabungkan kembali
dengan tanah kas desa. Hak atas tanah yang masih dipertahankan
dari tanah liar sesudah reorganisasi ialah hak membuka tanah. Ta-
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nah sawah dan tegalan termasuk dalam tanah domein yang tidak
bebas. Raja hanya dapat menguasainya dengan jalan pencabutan
untuk kepentingan umum. Tetapi tanah sawah’dan tegalan ini dise-
rahkan kepada kalurahan dengan hak milik komunal. Wewenang
dari desa terhadap tanah sawah dan tegalan ialah:

a.

Mengurus untuk sementara bila tidak ada seorangpun yang
mengurusnya.

Mengurus tanah pangarem-arem yang jatuh kembali kepada
desa.

Di daerah Yogyakarta hak menguasai (hak ulayat, hak per-

tuanan, wewengkon) ada pada desa. Ujud dari hak menguasai
ialah:

a.

Persekutuan hukum dan anggotanya mempunyai hak untuk
mempergunakan tanah liar atau kosong di dalam lingkungan-
nya yaitu mendirikan desa membuka tanah. mengumpulkan
hasil hutan, menebang kayu hutan.

Orang lain bukan anggota persekutuan hukum boleh juga ber-
tindak sebagai warga persekutuan tetapi hanya dengan perse-
tujuan persekutuan itu.

Kadang-kadang warga persekutuan dihapuskan membayar
uang ganti rugi/uang pengakuan/uang pamesi. Bagi orang
asing hal itu wajib.

Persekutuan ikut campur dalam penanaman tanaman dan
pembentukan serta pembagian pekarangan. Juga dalam soal
jual beli tanah, gadai dan sebagainya.

Persekutuan bertanggung jawab atas segala kejadian yang
terjadi dalam lingkungannya.

Persekutuan tidak dapat melepaskan tanah untuk selamanya.

Hak menguasai atau hak ulayat (Jawa wewengkon) merupa-
kan hak yang tertinggi yang hanya dapat dimiliki oleh per-
sekutuan hukum dan dasarnya religius (Widodo. hal. 48).
Hak eigendom menurut BW dengan hak-hak penguasa.

Atas dasar pasal S1 ayat 2 Indische Staatsregeling (IS) hak

eigendom atas tanah hanya diberikan untuk. keperluan memper-
luas kota dan desa termasuk pula mengadakan kuburan, mendiri-
kan bangunan kerajinan termasuk juga memperluas yang telah ada.
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Pemberian tanah dengan hak eigendom ini tidak boleh melebihi
10 ban (pasal 8 agraris besluit). Hak eigendom atas tanah ini dapat
diberikan kepada setiap orang, jadi terinasuk juga bangsa Indone-
sia. Yang berhak memberikan eigendom adalah Gubernur Jenderal
(pemerintah). :

Karena semua tanah di daerah Yogyakarta adalah milik raja,
maka orang asing yang dapat memperoleh tanah dengan hak eigen-
dom dari raja untuk mendirikan (rumah dan pabrik) diberikan
oleh raja dengan persetujuan pemerintah (Widodo, halaman: 49).

Tahun 1918 merupakan tonggak adanya Desa sebagai badan
hukum dan hak-haknya atas tanah, demikian pula hak daripada
rakyat atas tanah yang mereka pakai sebagai tempat tinggal dan
usahanya.

Sebelum tahun 1918 di Daerah Istimewa Yogyakarta belum
ada Desa yang bersifat persekutuan hukum, yang ada ialah desa-
desa sebagai komplek perumahan dari rakyat penggarap dari
tanah-tanah yang menjadi hak para ’patuh’ (apanage houder)
yang mereka peroleh dari raja dan keluarga raja. Dengan Rijksblad
Kasultanan (Selanjutnya disingkat R.K.) tahun 1918 No. 16 dan
Rijksblad Paku Alaman (disingkat RPA) tahun 1918 No. 18 kedua
kerajaan itu menyatakan kekuasaannya atas tanah dalam wilayah
kerajannya sebagai berikut: Semua bumi yang tidak terbukti
dimiliki oleh orang lain dengan hak eigendom, adalah kepunyaan
kerajaan Ngayogyakarta (Domein van het Rijk Ngayogyakarta).

Atas dasar pernyataan domein itu pemerintah Kasultanan
dan Paku Alaman memberikan ’hak pakai’’/wewenang anggaduh
kepada Desa-desa (pasal 3 ayat 1) yang harus dibentuknya. Hak itu
kemudian hari berdasar R.K. No. 6/1926 dan RPA No. 26/1925
“hak anggaduh’ dari Desa itu diubah menjadi ’hak andherbeni’’/
Inlandsch bezitsrecht. Adapun tanah-tanah yang diberikan kepada
Desa dengan hak andherbeni itu tidak meliputi semua tanah dalam
wilayah Desa, hanya meliputi tanah-tanah yang sudah jelas dipakai
oleh rakyat/kawula, baik untuk tempat tinggal atau diusahakan
secara terus menerus atau yang pengusahaannya memakai jangka
waktu, seperti yang telah tercantum dalam register Kalurahan.

Tanah-tanah yang berada di luar ketentuan pasal 3 ayat 1
tersebut tidak termasuk wewenang Desa (RK No. 11/1911 dan
RPA No. 15/1919), Tetapi bila Pemerintah Kasultanan Paku
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Alaman tidak memakainya, Desa dapat menggunakan atau Desa
dapat memohon untuk dijadikan tanah Desa atau rakyat (Simpo-
sium, halaman: 297).

Masa Jepang.

Pada jaman Jepang pada umumnya tidak ada perubahan poli-
tik agraria Pemerintahan, selain dari usaha peningkatan pangan
untuk kepentingan ekonomi perang Jepang, demikian jabatan-
jabatan yang berwenang melakukan segala urusan pertanahan di-
jabat oleh pejabat yang sejenis seperti pada jaman Hindia Belanda.

a. Hak-hak yang tunduk kepada kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Di jaman pendudukan Jepang dengan keputusan
Syu Cokan setempat dikeluarkan lebih kurang 100 buah buk-
ti hak eigendom baru yang pada umumnya berasal dari tanah-
tanah adat yang dilepaskan dan kemudian oleh yang bersang-
kutan dimintakan hak eigendom kepada penguasa Jepang itu
dengan membayar uang pemasukan untuk pemerintah.

b. Hak Tanah Adat. Juga dalam jaman Jepang telah pula dike-
luarkan keterangan hak milik adat yang sejenis dengan
regerings omslogvel tertanggal 17 Oktober 1930 No. 30318
tetapi tidak pernah memakai sistematik yang pernah ada
yaitu kode-kode tertentu, tetapi hanya register bernomer ta-
hun ke tahun. Sehingga telah dikeluarkan bukti tanah dalam
tahun 1943 sebanyak 74 buah, tahun 1944 sebanyak 113
buah dan tahun 1945 sebanyak 45 buah.

Selama pemerintahan pendudukan Jepang tidak ada tanah
partikelir yang diberi kembali. Tanah-tanah partikelir yang ada
diurus oleh suatu kantor yang dinamakan ’’Siryooti Kanrikoosya’"
berdasarkan Undang-Undang Balatentara Dai Nippon No. 17
tanggal 1 Juni 2602 (1942) dihubungkan dengan Osamu Seirri
No. 2 tahun 2602(1942). Sebelum itu dinyatakan dalam pasal 1
Undang-Undang No. 17 tersebut bahwa sekalian tanah partikelir
menjadi kepunyaan Balatentara Dai Nippon sejak waktu Undang-
Undang ini mulai berlaku. Tetapi tanah partikelir kepunyaan
Bangsa Indonesia untuk sementara waktu keadaannya tetap se-
bagai biasa. Bagi penduduk di tanah-tanah partikelir itu Undang-
Undang tersebut tidak membawa perbaikan (Widodo. 1982:
hal. 79).
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Masa Kemerdekaan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945
maka lepaslah kekuasaan kolonial dari bumi Indonesia. Tanggal
18 Agustus tahun 1945 disahkanlah Undang-Undang 1945 sebagai
landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia. .0

Dasar Hukum daripada penguasaan tanah oleh negara adalah
pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:
"’Bumi, air. dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di-
kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemak-
muran rakyat”. '

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 yaitu tentang
Penguasaan Tanah-tanah Negara, dalam pasal 4 ditentukan bahwa
tanah-tanah yang dikuasai penuh oleh Negara dapat diserahkan
pada Kementerian® (Departemen/Jawatan/Direktorat/Direktorat
Jenderal) untuk melaksanakan kepentingannya yang tertentu.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di Ne-
gara Republik Indonesia. maka pernyataan Domein dari Pemerin-
tah Hindia Belanda dan pada Pemerintah pendudukan Jepang
berpindahlah segala penguasaan bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya yang meliputi seluruh wilayah Ne-
gara Kkita.

Sebelum diundangkan Undang-Undang Dasar 1945 Pemerin-
tah merupakan badan yang memiliki tanah, tetapi pada masa Re-
publik Indonesia, Negara bukanlah pemilik tanah, tetapi Negara
menguasai tanah, yang memiliki tanah adalah rakyat tetapi pemi-
likan tersebut tidaklah mutlak.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945
tidak berarti hak-hak atas tanah dari masyarakat yang bertempat
tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi hapus, me-
lainkan masih tetap berlangsung seperti masa sebelumnya, dengan
segala hak atas tanah dan peraturannya masih berlaku. disebabkan
oleh karena peraturan penggantinya belum ada. Jadi yang hapus
hanyalah di antaranya pernyataan domein pemerintah kolonial.

Sejak jaman Hindia Belanda telah terdapat hak atas tanah
yang tunduk pada hukum yang berbeda yaitu hak atas tanah Barat
tunduk pada Hukum Perdata Eropa dan hak atas tanah Adat tun-
duk pada Hukum Adat. Setelah disahkan Undang-Undang Dasar
1945, hukum tanah sebbelumnya tetap masih berlaku, sebab be-
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lum ada peralatan yang mengganti